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Abstrak 
 

Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan 
Yang Melarikan Diri Keluar Negeri 

 

Oleh 

Dheka Ermelia Putri 

 

Penipuan, pemalsuan hingga korupsi bekedok produk perbankan marak menjadi masalah 
dalam menghadapi kemajuan teknologi perbankan. Sistem pidana Indonesia yang masih 
kurang memadai, menyebabkan pelaku tindak pidana perbankan yang banyak disebut 
sebagai “Penjahat Kerah Putih” masih bisa menghirup udara bebas, bahkan hingga 
melarikan diri keluar negeri. Sistem pidana Indonesia, terutama terkait, ekstradisi, Mutual 
Legal Assistance bahkan hingga pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana yang 
melarikan diri keluar negeri, masih minim dibandingkan dengan sistem pidana secara 
internasional. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengkaji bagaimanakah 
penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri 
dan mengapa terdapat hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana 
perbankan yang lari keluar negeri. 

Penelitian ini menggunakan metode hukum normative empiris dengan pendekatan terhadap 
asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan 
perbandingan hukum. Sumber dan jenis data menggunakan data primer, sekunder, tersier 
dan hasil wawancara terhadap narasumber yang dikumpulkan dan dioleh menggunakan 
studi kepustakaan secara sistematis. Setelah itu data akan dianalisis sejauh mana penegakan 
hukum pidana dilakukan, upaya Indonesia serta pengaruh kerjasama dalam melakukan 
proses ekstradisi para pelaku tindak pidana perbankan yang melarikan diri keluar negeri.   

Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak 
pidana perbankan yang lari keluar negeri memerlukan penanganan yang sinergis antara 
pemerintah, baik nasional maupun internasional. Ketika para pelaku tindak pidana 
perbankan ini melarikan diri kelua negeri, upaya yang dapat digunakan adalah 
menggunakan perjanjian ekstradisi dan bantual timbal balik (mutual legal assistance). 
Sedangkan hambatan yang timbul dalam proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku 
tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri terjadi karena adanya perbedaan hukum 
dan sistem hukum antar negara, perkembangan hukum, kepentingan nasional masing-
masing negara, proses ekstradisi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 yang terlalu 
berbelit-belit sehingga memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit, kurangnya 
pemahaman aparat dalam pelaksaan ekstradisi, ketiadaan perjanjian ekstradisi antar negara, 
tidak adanya pengaturan dalam UU Ekstradisi No. 1 tahun 1979 mengenai tata cara 
pengajuan permintaan penangkapan dan penahanan kepada suatu negara dan adanya 
kendala dalam proses pengembalian pelaku kejahatan ke Indonesia. 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perbankan, Melarikan Diri Keluar Negeri, 
Ekstradisi, Mutual Legal Assistance



 
 

Abstract 
 

Analysis of Criminal Law Enforcement Against Perpetrators  

of Banking Crimes Who Flew Abroad 

 
Dheka Ermelia Putri 

 
Fraud, counterfeiting, and corruption under the guise of banking products are rife as a 
problem in dealing with advances in banking technology. Indonesia's penal system is still 
inadequate, causing perpetrators of banking crimes widely referred to as “White Collar 
Criminals” to be still able to breathe free air, even to the point of fleeing abroad. Indonesia's 
criminal system, particularly in extradition, Mutual Legal Assistance, and even the imposition 
of sanctions for perpetrators of criminal acts who have fled abroad, is still minimal compared 
to the international criminal system. Therefore, the research aims to examine how criminal law 
enforcement against perpetrators of banking crimes who flee abroad and why there are 
obstacles to enforcing criminal law against perpetrators of banking crimes who flee abroad. 

This study uses empirical normative legal methods with an approach to legal principles, legal 
systematics, level of legal synchronization, legal history, and comparative law. Sources and 
types of data used primary, secondary, and tertiary data, and the results of interviews with 
informants were collected and processed using a systematic literature study. After that, the 
data will be analyzed to what extent criminal law enforcement has been carried out, Indonesia's 
efforts and the influence of cooperation in carrying out the extradition process for perpetrators 
of banking crimes who have fled abroad. 

The research results show that criminal law enforcement against perpetrators of banking 
crimes who flee abroad requires synergistic handling between the national and international 
governments. When the perpetrators of this banking crime flee abroad, the effort that can be 
used is to use extradition agreements and mutual legal assistance. While the obstacles that 
arise in the process of law enforcement criminal acts against perpetrators of banking crimes 
who flee abroad occur due to differences in laws and legal systems between countries, legal 
developments, the national interests of each country, extradition process in Law no. 1 of 1979 
which is too convoluted so that it takes a long time and costs a lot, the lack of understanding 
of the apparatus in carrying out extradition, the absence of extradition treaties between 
countries, the absence of provisions in Extradition Law No. 1 of 1979 concerning procedures 
for submitting requests for arrest and detention to a country and the existence of obstacles in 
the process of returning criminals to Indonesia. 

Keywords: Law Enforcement, Banking Crime, Escape Abroad, Extradition, Mutual Legal 
Assistance 

  



 
 

 

2 

 
 
 
 

 
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP  

PELAKU TINDAK PIDANA PERBANKAN YANG MELARIKAN DIRI 
KELUAR NEGERI 

 
 

Oleh 
 

Dheka Ermelia Putri 
 
 

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar 
MAGISTER HUKUM 

 
Pada 

 
Program Pascasarjana Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Lampung 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM 
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDARLAMPUNG 
2023









 
 

 

2 

 

 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis bernama lengkap Dheka Ermelia Putri yang lahir 
di Tanjung Karang, tanggal 17 Agustus 1996. Penulis 
merupakan anak pertama dari Bapak Ery Antoni dan Ibu 
Meiliza.  
 
Adapun Riwayat Pendidikan Penulis adalah dengan 
mengawali sekolah TK di  Al-Azhar 4 hingga tahun 2002, 
kemudian Sekolah Dasar di SDN 2 Labuhan Ratu hingga 
tahun 2009 dan lulus pada tahun 2010 di SDN 1 Gedong 
Tataan, Sekolah Menengah Pertama di SMP IT Ar-raihan 
hingga tahun 2010, Sekolah Menengah Atas di Nurul 
Fikri Boarding School hingga tahun 2014.  

 
Pada tahun 2014, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 
Lampung, Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Internasional hingga 
tahun 2018 dan pada tahun 2019 terdaftar sebagai Mahasiswa Pascasarjana Fakultas 
Hukum Univesitas Lampung, Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum 
Pidana.  
 
Pada tahun 2020 hingga sekarang, Penulis menjadii pegawai tetap di PT Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk., sebagai Compliance Legal Administration di 
Divisi Operation Credit, GRHA BNI, Jakarta Pusat.    
 

 



 
 

 

2 

 

MOTTO 

“Satu-satunya cara melakukan pekerjaan besar  

yaitu dengan mencintai apa yang kita kerjakan” 

 

-Steve Jobs- 

 



 
 

 

2 

 

 

 

PERSEMBAHAN 

 

Penulis ucapkan Puji syukur Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang 

telah memberikan kemudahan, kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran untuk 

menghadapai segala tantangan yang menghadang, sehingga Penulis dapat 

menyelesaikan karya ini. Dengan segala kerendahan hari, Penulis 

mempersembahkan karya ini kepada : 

 

Mamaku, Meiliza dan Ayahku, Ery Antoni tersayang. 

Orang tua yang selama ini telah mendidik, memberikan kasih sayang, mendukung 

penuh, melindungi, mengasihi, merawat dan memberikan dia yang tidak pernah 

ada habisnya untuk kebaikan, kebahagian dan kesuksesan Penulis. 

 

Suami dan Anakku, Ferdian Nendra Prasetya dan Defian Reswara Prasetya.  

Keluarga kecil yang memberikan tempat berlindung, kasih sayang, kebahagian 

dan segala apapun yang Penulis butuhkan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan 

karya ini tanpa kurang sedikitpun. 

 

Adik-adikku, Dhiko JangJaya Putra dan Dhiki JangJaya Putra. 

Para Support System, yang selalu memberikan semangat, canda dan tawa, 

sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan semangat dan Bahagia. 

 

Almamaterku, Universitas Lampung. 

Tempat Penulis menimba ilmu, mencari jati diri, berkarya dan mendapatkan 

pengalaman yang tidak dapat didapatkan di tempat lain. 

 



 
 

 

2 

 

 

SANWACANA 

Alhamdullillahirabbi’alamin, segala puja dan puji bagi Allah SWT yang telah 

memberikan Rahmat, Hidayah serta Karunia-Nya, sehingga Penulis dapat 

menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Perbankan Yang Melarikan Diri Keluar negeri”, untuk 

memenuhi syarat mencapai gelar Magister Hukum pada Pascasarjana Hukum 

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis berharap, agar tesis ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkan. Penulis 

menyedari bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan 

berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan 

ketulusan hati, Penulis mengucapkan terima kasih kepada :  

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M, M.Si, selaku Rektor 

Universitas Lampung; 

2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung; 

3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu 

Hukum Universitas Lampung; 

4. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I yang telah 

memberikan dukungan, kesabaran, bimbingan, motivasi, nasihat dan bersedia 

meluangkan waktu kepada Penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan; 



 
 

 

3 

5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah 

memberikan dukungan, kesabaran, bimbingan, motivasi, nasihat dan bersedia 

meluangkan waktu kepada Penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan; 

6. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembahas I dan Penguji Utama 

yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, 

kritik dan saran dalam penulisan tesis ini; 

7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembahas II dan 

Penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan 

masukan, kritik dan saran dalam penulisan tesis ini; 

8. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas 

Hukum Unitersitas Lampung, yang telah memberikan bantuan dan ilmu yang 

sangat dibutuhkan Penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan; 

9. Keluarga, sahabat dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu yang 

telah memberikan bantuan dan dukungan kepada Penulis sehingga tesis ini 

dapat terselesaikan. 

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, 

semoga tesis ini dapat menjadi manfaat bagi para pembaca dan setiap pihak yang 

membutuhkannya, khususnya sebagai perkembangan ilmu, pengetahuan dan 

penelitan. 

                Bandar Lampung, 24 Februari 2023 

                Penulis 

 

 

                Dheka Ermelia Putr



 
 

 

i 

 
 
 

DAFTAR ISI 
 
Abstrak ............................................................................................................... 1 
Abstract ............................................................................................................... 1 

DAFTAR ISI ....................................................................................................... i 

DAFTAR TABEL .............................................................................................iii 

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................... iv 

 

I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1 

A. Latar Belakang.......................................................................................... 1 

B. Masalah dan Ruang Lingkup ................................................................... 9 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ........................................................... 10 

D. Kerangka Pemikiran ............................................................................... 11 

E. Metode Penelitian.................................................................................... 14 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA .......................................................................... 19 

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana ............................................................ 19 

B.     Tinjauan Umum Tindak Pidana Perbankan .......................................... 22 

C. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana ................................................ 29 

D. Ti.njauan Umum Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ti.ndak Pi.dana 
Perbankan yang Lari. keluar negeri. ................................................................ 31 

E. Asas Nasional Aktif ................................................................................. 36 
F. Asas Yuri.sdi.ksi. Teri.tori.al Objekti.f ........................................................ 38 

G. I.CPO-I.NTERPOL .................................................................................. 40 

H.  Perjanji.an Ekstradi.si. ............................................................................. 44 

I. Perjanji.an Mutual Legal Assi.stance ...................................................... 52 

 

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .................................................... 56 

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ti.ndak Pi.dana Perbankan yang 
Lari. Keluar Negeri. ........................................................................................... 56 

B. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku ti.ndak pi.dana 
perbankan yang melari.kan di.ri. keluar negeri ................................................ 93 



 
 

 

ii 

IV. PENUTUP ............................................................................................. 118 

A. Simpulan ............................................................................................... 118 

B. Saran ..................................................................................................... 119 

Daftar Pustaka ............................................................................................... 120 

 

 



 
 

 

iii 

 
 

 

DAFTAR TABEL  
 
Tabel 1.1. 
Ketentuan UNTOC dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana 
Perbankan yang Lari Keluar Negeri.................................................................... 63 
 
Tabel 1.2 
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan dalam UU 
Perbankan .......................................................................................................... 67 
 
Tabel 1.3 
Daftar Tindak Pidana Perbankan yang Pelakunya Lari ke Luar Negeri…………76 
 
Tabel 1.4 
Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dan Negara Lain...................................... 84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

iv 

 

 
 

DAFTAR GAMBAR 
 

Gambar 1.1 
Tata Alur/Skema Penelitian ................................................................................ 11 
 
Gambar 1.2 
Konseptual Penelitian......................................................................................... 14 
 
Gambar 1.3 
Cabang Kejahatan Transnational ........................................................................ 59 
 
Gambar 1.4 
Hierarki Kebutuhan Maslow ............................................................................ 116 
 
 
 
 



 
 

 

1 

 

 

 

I        PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi dewasa ini semakin terintegrasi dengan ekonomi regional 

dan internasional, yang dapat mendukung sekaligus memiliki dampak kurang 

menguntungkan. Namun, kegiatan ini tidak luput dari dampak meningkatnya 

tingkat tindak pidana ekonomi. Kejahatan ekonomi atau tindak pidana ekonomi 

adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk atau karena suatu alasan 

ekonomi. Pada umumnya tindak pidana ekonomi sulit dideteksi karena modalitas 

dan jenisnya yang berbeda-beda.1 

 

Situasi ini diperparah dengan lemahnya kerangka hukum yang tertuang dalam 

ketentuan tentang tindak pidana ekonomi. Indonesia mengatur pencegahan tindak 

pidana ekonomi dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang 

Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, yang telah 

mengalami perubahan beberapa kali karena dianggap memiliki kesenjangan dan 

inkonsistensi dengan perkembangan dunia bisnis yang berkembang pesat.2 

 

                                                
1 Achmad Syaifullah, Rodiliah, Sahnan, “Sistem Pemidanaan dalam Undang-Undang yang Bercorak 
Ekonomi (Studi terhadap Tindak Pidana Perbankan)” Jurnal Education and Development, vol. 7, 
no. 3, 2019, hlm. 319. 
2  Setiyadi E, Yulia. R, Hukum Pidana Ekonomi, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2010, hlm. 5. 
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Secara umum, terdapat tiga jenis kejahatan kerah putih, yaitu property crimes, 

regulatory crimes, dan tax crimes..3 Property crimes adalah tindak pidana yang 

diakibatkan oleh perbuatan mengancam harta benda atau kejahatan terhadap harta 

benda, termasuk harta benda yang dikuasai oleh orang perseorangan (private 

individual), maupun harta benda yang dikuasai oleh negara. Misalnya pemalsuan, 

penipuan yang merusak, transmisi atau penyembunyian akta atau dokumen yang 

tercatat, pengeluaran cek kosong, tindak korupsi dan sebagainya. Regulatory crimes 

merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang terkait dengan usaha, ketentuan 

standarisasi bisnis dan sebagainya. Penjualan obat-obatan terlarang, ganja dan lain-

lain. Sedangkan tax crimes, merupakan pelanggaran terhadap persyaratan 

pelaporan berdasarkan peraturan perpajakan.4 Bank merupakan salah satu 

perusahaan yang sering mengalami kerugian akibat tindak pidana ekonomi. 

Kejahatan perbankan (fraud banking) adalah delik yang dilakukan di bidang 

perbankan, baik institusional, material maupun produk perbankan, yang dapat 

melibatkan sektor perbankan dan nasabahnya, baik pelaku ataupun korban.5 

Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU 

Perbankan) secara umum membedakan empat jenis delik perbankan, yaitu: (a) 

tindak pidana perizinan; (b) tindak pidana kerahasiaan bank; (c) tindak pidana yang 

berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan; dan (d) tindak pidana terkait usaha 

bank.6 Jika salah satu dari empat kejahatan perbankan tersebut di atas terjadi, maka 

                                                
3 Nyoman, S.P., Hukum dan Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, (Semarang: Universitas 
Diponegoro Press), 2013, hlm. 13 
4 Hadisuprapto, Paulus, Kejahatan Ekonomi dan Antisipasinya, (Semarang: Universitas Diponegoro 
Press), 1998, hlm. 8. 
5 Yani Setya Warnadi, Safik F., “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban Kejahatan 
Perbankan dalam Hal Terjadi Tindak Pidana di Bidang Perbankan”. Jurnal Dinamika Hukum Vol 
19 No. 2, 2017, hlm. 62 
6 Pasal 51 mengatur bahwa kejahatan perbankan adalah tindak pidana sebagaimana telah disebutkan 
dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 50A. 
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akan sangat merusak kepercayaan masyarakat terhadap bank. Pada dasarnya, salah 

satu faktor yang dapat menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap bank adalah kepatuhan terhadap kewajiban bank, termasuk kerahasiaan 

perbankan, karena nasabah yang menyimpan dana di bank menitipkan identitasnya 

kepada bank, sehingga mengharuskan bank untuk menghormati dan mematuhi 

seluruh kewajiban perbankan, termasuk kerahasiaan perbankan.7 

 

Penyalahgunaan kredit, kredit macet, mendirikan bank tanpa izin, pemalsuan giro 

atau tabungan, pemalsuan Letter of Credit dan sebagainya adalah beberapa contoh 

kegiatan tindak pidana perbankan yang terkenal sering terjadi. Pada tahun 2017 

terdapat 57 bank yang terbukti melakukan fraud dan 36 bank pada tahun 2018.8 

Angka statistik menunjukkan masih banyak bank yang melakukan dan mengalami 

tindak pidana perbankan.9  

 

Pada hakikatnya lembaga perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian untuk 

menjaga tingkat keamanan bank agar dapat terjaga dan terkendali dengan baik serta 

stabilitas sistem perbankan itu sendiri yang membuat bank tetap kokoh, stabil dan 

likuid.10 Namun, perkembangan zaman dan kemampuan para pelaku kejahatan 

untuk mengembangkan modus operandi membuat risiko kejahatan di industri 

                                                
7 Eddy Rifai, “Pembukaan Rahasia Bank Untuk Kepentingan Peradilan Dalam Perkara Pidana”, 
Terdapat dalam http://staff.unila.ac.id/eddyrifai/, 2011, hlm. 3. 
8 Meliana Trie Rundi H, “Fraud Perbankan Indonesia: Studi Eksplorasi”, Prosiding Seminar 
Nasional Pakar ke 2, 2019, hlm. 2. 
9 Dhea J, Arda, “Analisis Kasus Pemalsuan Kredit Sebagai Bentuk Tindak Pidana Perbankan”. 
Jurnal Hukum Doctrinal Vol 2, no 2, 2020, hlm. 247. 
10 M. Zen Abdullah, “Upaya Penanggulangan Tindak Pdana Di Bidang Perbankan Melalui 
Pendekatan  Kebijakan Regulasi”. Legalitas, Volume XI Nomor 1, Juni 2019, hlm.. 108. 
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perbankan tak terhindarkan. Salah satu adalah jenis kejahatan umum yang 

menyebabkan kerugian yang signifikan dari Letter of Credit (L/C). 

 

Letter of Credit merupakan dokumen yang diterbitkan oleh bank (yang berperan 

sebagai Opening Bank atau Issuing Bank dan umumnya bertempat sesuai dengan 

domisili negara importir) atas permintaan dari importir (Applicant) untuk 

kepentingan transaksinya terhadap eksportir (Beneficiary).11 Sampai saat ini, Letter 

of Credit merupakan alat pembayaran yang praktis dalam transaksi ekspor dan 

impor yang dilakukan oleh otoritas dan negara untuk memenuhi kebutuhan untuk 

mendukung perekonomian di Indonesia. Indonesia memiliki peraturan khusus 

mengenai L/C yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1982 tentang Penanganan Ekspor, Impor, dan/atau Lintas Devisa, yang mengatur 

tentang bagaimana tata cara serta penjaminan dan juga asuransi yang dilakukan 

pada pelaksanaan ekspor dan impor. Pasal 1 aturan tersebut menyatakan bahwa 

setiap orang dapat menerima dan menggunakan devisa, asas kebebasan ini tidak 

dapat membedakan sumber devisa, sehingga devisa dalam sumber apapun dapat 

diambil dan dimiliki secara bebas oleh semua orang.  

 

Pada tingkat global, L/C diatur dalam UCP 600 (Uniform Customs & Practice for 

Documentary Credits) yang berfungsi sebagai pedoman internasional dalam 

pelaksanaan L/C  untuk menghindari perbedaan atau kesalahan penafsiran diantara 

para pihak yang melaksanakan. Namun, Bank Indonesia dalam Surat Edaran No. 

                                                
11 Diah Rahma K. Pujiyono, “Menerobos Prinsip Kerahasiaan Bank Guna Mencegah Risiko Gagall 
Bayar dan Kejahatan Lintas Negara Menggunakan Letter of Credit”, Udayana Master Law Journal, 
vol.9, no. 2, 2020, hlm. 332. 
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26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur bahwa L/C yang diterbitkan bank 

devisa boleh tunduk atau tidak pada UCP (Customs and Practice for Documentary 

Credits) karena peraturan yang secara rinci mengatur L/C belum ada.12 

 

Letter of Credit dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk transaksi lokal dan 

internasional, yang dianggap sebagai tingkat keamanan tertinggi karena pembagian 

risiko yang seimbang bagi pihak-pihak yang terlibat. Meskipun dianggap sebagai 

metode pembayaran paling aman, selalu ada risiko tersembunyi, baik terhadap 

Applicant, Beneficiary, ataupun Issuing Bank.13 Ada banyak kasus di mana 

pengusaha kecil maupun besar menggunakan Letter of Credit kosong untuk 

keuntungan pribadi, yang mengakibatkan kerugian bank. Beberapa kasus L/C yang 

terjadi di Indonesia seperti tahun 2011 PT Elnusa di Bank Mega mengalami 

kerugian sekitar 111 miliar rupiah, diikuti dengan kasus Citibank Indonesia yang 

mengalami kerugian sebesar 17 miliar.14 

 

Selain kasus di atas, ada juga kasus perampokan bank dengan menggunakan L/C 

dengan nilai luar biasa seperti yang menimpa Bank Bumi Daya dan BNI 1946. 

Kasus tersebut terjadi akibat ada celah dalam transaksi menggunakan sarana L/C, 

yaitu pada saat terbentuknya kesepakatan sales contract sampai diterbitkannya L/C 

oleh issuing bank, atau ketika beneficiary menerima L/C dan pada saat penyerahan 

                                                
12 Welsa T, Siti M, Sartika N.L. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Penerbit Letter of 
Credit”. Diponegoro Law Review, vol. 5, no. 2, 2016, hlm. 2. 
13 CheHashim, R., & Mahdzan, NS, “Fraud in Letter of Credit Transactions: Theof Malaysian 
Bankers”, International Journal of Law, Crime and Justice, 42 (3), 2017, halaman 247. 
14 Detik Finance, “Pembobolan Deposito Elnusa Rp 111 miliar di Bank Mega”, Detik.com, diakses 
melalui https://finance.detik.com/bursa-dan-vaas/1624186/kronologi-pembobolan-deposito-elnusa-
rp-111-miliar-di-bank-mega/  
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dokumen ke applicant. Pada pelaksanaan tahapan tersebut, terbukti banyak terjadi 

manipulasi, dan rekayasa dokumen palsu.15 Penyelesaian sengketa dalam kasus L/C 

telah dilakukan beberapa kali, meskipun hal ini dianggap sulit karena opsi hukum 

yang tidak diatur dalam UCP. Para pihak dalam transaksi Letter of Credit pada 

umumnya menyerahkan perjanjian tersebut kepada hukum negaranya berdasarkan 

prinsip-prinsip hukum perdata internasional, yaitu lex loci contractus dimana 

hukum yang berlaku adalah hukum negara dimana Letter of Credit 

ditandatangani.16 Namun, pilihan hukum ini sering ditentang berlaku sebaliknya, 

jika salah satu pihak wanprestasi dalam kontrak dan/atau penipuan adalah warga 

negara asing, dimana hukum negara tempat perjanjian L/C dan negara pelaku tidak 

memiliki ikatan perjanjian ekstradisi, yang kemudian menyulitkan proses 

penangkapan pelaku kejahatan tersebut.17 

 

Perjanjian ekstradisi adalah penyerahan resmi pelaku oleh negara peminta. Black’s 

Law Dictionary mendefinisikan ekstradisi sebagai “penyerahan resmi suatu negara 

bagian atau negara yang diduga memiliki yurisdiksi atas suatu tuntutan pidana”. 

Dalam pemahaman Black, ekstradisi merupakan bentuk intervensi yurisdiksi 

negara untuk menerapkan hukum.18 Oleh karena itu, tujuan dari perjanjian 

ekstradisi adalah untuk menegakkan hukum pidana dalam negeri (Indonesia) dalam 

hal adanya pelaku tindak pidana yang melarikan diri keluar negeri.  

                                                
15 Sarah D. “Perlindungan Terhadap Bank dalam Transaksi Perdagangan dengan Menggunakan 
Sarana Letter of Credit”, Jurnal Hukum Unsrat, vol 21, no 3, 2015, hlm. 27. 
16 Agus Setiawan, “Resiko yang dihadapi Bank dalam Transaksi Pembayaran dengan Letter of 
Credit”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, vol. 1, 2017, hlm. 24. 
17 Ibid. 
18 Hendrik B. Sompotan, “Pemberantasan Kejahatan Ekonomi antar Negara dengan Perjanjian 
Ekstradisi (Perspektif Indonesia)”, Lex Et Societatis, vol. 5, no. 8, 2017, hlm. 190. 
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Ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana yang melarikan diri dari suatu negara ke 

negara lain dapat dilakukan jika negara-negara tersebut telah mengadakan 

perjanjian ekstradisi khusus. Penyelesaian perjanjian ekstradisi bilateral telah 

menjadi praktik internasional. Namun, beberapa negara seperti India dan Jepang 

secara sukarela atau sukarela menyerahkan penjahat mereka satu sama lain untuk 

kepentingan yang lebih luas dari komunitas memerangi kejahatan internasional. 

Namun, tidak semua negara bersedia memberikan akses tersebut karena merugikan 

kepentingan kedaulatan negaranya, namun sikap ini menghalangi pelaku kejahatan 

untuk diadili. Seperti Maria Paulina Lumowa yang berhasil kabur ke Belanda di 

Singapura selama 17 tahun setelah melakukan tindak pidana L/C palsu. 

 

Kasus Maria Paulina Lumowa menjadi salah satu tersangka pencurian dana BNI 

Cabang Kebayoran Baru melalui Kredit (L/C) senilai Rp 1,7 triliun. atau $157 juta. 

Sejak tahun 2003, hasil audit BNI menemukan banyak kejanggalan seperti bank 

penerbit L/C yaitu Dubai Bank Kenya Ltd, Rosbank Switzerland SA, Middle East 

Bank Kenya, the Wall Street Banking Corp bukan merupakan bank Koresponden 

BNI. Selain itu terdapat banyak ketidaksesuaian data lain seperti barang muatan dan 

alamat pelabuhan yang fiktif serta L/C yang jatuh tempo dilunasi melalui debet 

rekening nasabah. Seharusnya, Bank BNI yang melakukan penagihan dan transaksi 

pembayaran. Bank BNI dinilai mewajarkan hal tersebut dengan tidak 

memverifikasi bill of loading dan tidak adanya pengajuan keberatan.19 

 

                                                
19 Trisna A, Budhiarto, Sartika N. L, “Perlindungan Hukum Bagi Advising Bank yang Menerima 
Dokumen Palsu dalam Transaksi Letter of Credit”, Diponegoro Law Journal, vol. 8, no. 4, 2019, 
hlm. 2829. 
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Pihak treasury BNI lebih lanjut menemukan peningkatan angka kewajiban mata 

uang euro di atas rata-rata. Pihak BNI kemudian melaporkan dugaan L/C fiktif 

tersebut kepada Mabes Polri, namun Maria Paulina Lumowa sudah terlebih dahulu 

melarikan diri ke Singapura. Hasil tim Audit BNI menemukan bahwa uang sebesar 

Rp 1.7 triliun di transfer ke beberapa rekening diantaranya Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional (BPPN), PT Bukaka Marga Utama, dan Edi Susanto. Beberapa 

perusahan terkait kasus pembobolan dana melibatkan PT Gamarindo Mega 

Indonesia, Triranu Caraka Pasifik, dan PT Brokolin Internasional.  Dalam 

prosesnya, para 11 orang yang terbukti terlibat dalam pembobolan dana BNI telah 

tertangkap dan mendapatkan hukuman masing-masing, kecuali Maria Paulina 

Lumowa yang berhasil melarikan diri selama 17 tahun.20 

 

Pada 2009, tim khusus dari Mabes Polri melacak Maria Paulina Lumowa di 

Belanda. Upaya untuk menangkap Maria gagal, karena pemerintah Belanda 

menolak permintaan ekstradisi. Selain itu, Maria mengubah kewarganegaraannya 

menjadi kewarganegaraan Belandap ada 16 Juli 2019, Maria Paulina Lumowa 

ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di Bandara Internasional Nikola Tesla, Serbia, 

berdasarkan red notice yang dikeluarkan pada 22 Desember 2003. 21 

 

Selain kasus terakhir di mana Maria Paulina Lumowa diseret, masih banyak lagi 

kasus-kasus serupa lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu solusi atau penegakan 

untuk menangani kasus tindak pidana perbankan yang pelakunya telah melarikan 

                                                
20 Ibid. 
21 CNN Indonesia, “Mengenal L/C, Alat Fiktif Maria Pembobol BNI Rp 1.7 T”, 2020, diakses 
melalui https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200709080236-92-522607/mengenal-l-c-alat-
fiktif-maria-pembobol-bni-rp17-t 
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diri. Untuk mencapai solusi tersebut, peneliti akan mengkaji dan menganalisis 

penegakan hukum terhadap pelaku tindak Pidana yang melarikan diri keluar negeri 

beserta dengan hambatan yang dilalui selama penegakan hukum tersebut. Kajian 

dan analisis tersebut dilaksanakan melalui sebuah penelitian thesis dengan judul, 

“Analisis penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang 

melarikan diri keluar negeri”. 

 

B. Masalah dan Ruang Lingkup 

1. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian mengidentifikasi 

permasalahan dengan rumusan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana 

perbankan yang lari keluar negeri? 

b. Mengapa terdapat hambatan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak 

pidana perbankan yang lari keluar negeri? 

 

2. Ruang Lingkup  

Penelitian dalam tesis ini akan membahas, menganalisis dan memberikan 

tanggapan tentang penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana 

perbankan yang lari keluar negeri, alasan hambatan penegakan hukum pidana 

terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri dan analisis bentuk 

penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar 

negeri berdasarkan asas-asas hukum pidana nasional dan internasional, yaitu asas 
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nasional aktif dan asas teritorial yurisdiksi objektif, serta asas dalam perjanjian 

ektradisi. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka tujuan dari penelitian adalah: 

a. Menjelaskan dan menganalisis bagaimana penegakan hukum pidana terhadap 

terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri; 

b. Menjelaskan dan menganalisis mengapa terjadi hambatan pada penegakan 

hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang melarikan diri 

keluar negeri; 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi manfaat bagi pembaca sebagai bentuk 

kontribusi ilmu hukum khususnya dalam memahami penegakan hukum pidana 

terhadap tersangka yang lari keluar negeri, manfaat teoritis dari penelitian ini 

digunakan sebagai referensi yang dapat memaparkan dan menjawab permasalahan 

yang terkait bagaimana penegakan hukum pidana terhadap terhadap pelaku tindak 

pidana perbankan yang lari keluar negeri, alasan terjadi hambatan pada penegakan 

hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang melarikan diri keluar 

negeri dan bentuk penegakan hukum pidana ideal terhadap pelaku tindak pidana 

perbankan yang lari keluar negeri. 
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b. Secara Praktis  

Penulisan Penulisan ini diharapkan memberi manfaat kepada pembaca khususnya 

mahasiswa dan masyarakat umum sebagai pengembangan dari ilmu hukum, 

sehingga masyarakat dapat memahami sejauh apa penegakan hukum pidana 

terhadap terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri, alasan 

terjadi hambatan pada penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana 

perbankan yang melarikan diri keluar negeri dan bentuk penegakan hukum pidana 

ideal terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang lari keluar negeri. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

1. Tata Alur / Skema Penelitian 
 

Gambar 1.1 

Tata Alur / Skema Penelitian 
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2. Kerangka Teori  

a. Penegakan Hukum Pidana 

Tesis menguraikan pengertian penegakan hukum Pidana berdasarkan pandangan 

Barda Nawawi Arif dan Sudarto. Barda Nawawi Arif menyatakan, “Penegakan 

hukum dalam arti luas penegakan hukum yaitu Penegakan seluruh norma tatanan 

kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit penegakkan hukum 

diartikan sebagai praktek peradilan (dibidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan 

serta keamanan dan sebagainya)”,22 sedangkan Sudarto memberi arti penegakan 

hukum sebagai, “perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang 

melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun 

perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (onrecht in potentie)”.23 

 
b. Hambatan Penegakan Hukum Pidana 

Berkaitan dengan hambatan penegakan hukum Pidana, tentang efektivitas 

penegakan hukum, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa Efektivitas penegakan 

hukum tergantung pada faktor-faktor berikut:24  

1) Harapan masyarakat dalam arti penegakan hukum tersebut harus sesuai dengan 

nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.  

2) Adanya motivasi dari masyarakat untuk melaporkan terjadinya suatu 

pelanggaran hukum kepada aparat penegak hukum.  

                                                

22 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan 
Konseo KUHP Baru), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 26. 
23 M. Husein Maruapey, “Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara (Analysis Kritis Terhadap 
Kasus Penistaan Agama oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta)”, Jurnal Ilmu Politik dan 
Komunikasi, vol. 7, no. 1, 2017, hlm. 24. 
24 Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, dan Suparno, “Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang 
No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanahan (Tanah Kering) di Desa Bringin, 
Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo”, Diponegoro Journal Law, vol. 6, no. 2, 2017, hlm. 4. 
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3) Kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum. 

 

c. Penegakan Hukum Pidana Ideal  

Menurut Barda Nawawi, empat aspek perlindungan masyarakat yang harus 

diperhatikan dalam melaksanakan hukum pidana, yaitu: 

1) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan antisosial yang 

merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka 

wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.  

2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. 

Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana bertujuan 

memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi 

tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga 

masyarakat yang baik dan berguna.  

3) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi 

atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada 

umumnya. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus 

mencegah terjadinyaa perlakuan atau tindakan yang sewenang-wenang di luar 

hukum.  

4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau 

keselarasan berbgai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari 

adanya kejahatan. Oleh karena itu, wajar pula apabila penegakan hukum pidana 

harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat 

memulihkan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan 

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. 
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3. Konseptual Penelitian 

Gambar 1.2 

Tata Alur / Skema Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penyusunan thesis yang berjudul “Analisis penegakan hukum pidana terhadap 

pelaku tindak pidana perbankan yang melarikan diri keluar negeri” dilakukan 

dengan menggunakan metode penelitian hukum normative empiris. Jenis penelitian 

hukum yang digunakan dalam thesis ini adalah penelitian hukum normatif empiris 

yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi 

Analisis Penegakan Hukum Pidana 
terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Perbankan yang Melarikan Diri keluar 
negeri 
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hukum, sejarah hukum dan juga perbandingan hukum, yang didukung dengan 

penambahan data tau unsur empiris. Unsur empiris dalam penelitian ini, didukung 

dengan wawancara yang dilakukan kepada para narasumber yang diyakini memiliki 

pengetahuan dan pendapat lebih terdapat terhadap unsur-unsur rumusan masalah. 

Thesis ini menggunakan penelitian deskriptif dimana data yang dijelaskan secara 

detail mengenai, keadaan serta gejala lain yang dapat memperkuat teori lama 

ataupun mendukung sebuah teori baru yang sedang disusun.25 

 

2. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah tesis terdiri dari menentukan pendekatan yang tepat untuk 

pernyataan masalah dan tujuan penelitian, dan kemudian mengidentifikasi topik 

diskusi berdasarkan rumusan masalah. Selain itu, pendekatan masalah thesis 

berfokus pada sub-pokok bahasan pada masing-masing topik yang dihasilkan dari 

proses identifikasi, yang terdiri dari: 

a. pengumpulan pengolahan, penganalisisan data, dan simpulan. 

b. Hasil penelitian dibahas dalam Bab III thesis ini. 

3. Sumber Data dan Jenis Data  

Dalam penelitian hukum, data sekunder terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, 

dan bahan tersier. Bahan data sekunder yang digunakan adalah: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.26 

1) Hukum Nasional Indonesia 

                                                
25 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia), 2012, 
hlm. 50. 
26 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2012, hlm. 
37. 
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a) Undang-Undang Dasar 1945. 

b) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, 

Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. 

c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. 

d) Undang-Undang Nomor 1 Tentang Ekstradisi. 

e) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, 

Impor dan/atau Lintas Devisa. 

f) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/../PBI/2000 tentang Letter of Credit. 

g) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor.26/34/ULN tanggal 17 Desember 

1993 tentang Letter of Credit. 

h) Peraturan Kapolri No. 5 Tahun 2011 tentang Penggunaan Jaringan Interpol 

(I-24/7) dan Jaringan ASEANAPOL (e-ADS) di Indonesia. 

2) Pengaturan Hukum Internasional 

a) Resolusi PBB Nomor 45/117. 

b) Uniform customs and Practice for Documentary Credits (UCP) 600. 

b. Dokumen hukum sekunder, yang memberikan penjelasan tentang dokumen 

hukum utama seperti buku, majalah, tesis, artikel, surat kabar, internet, 

pendapat ahli, karya untuk umum dan sebagainya.27 

c. Dokumen hukum tersier yaitu dokumen yang dapat memberikan saran atau 

penjelasan terhadap dokumen hukum primer dan sekunder, seperti kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.28 

4. Narasumber 

a. Ignatius Mangantar Tua Silalahi. Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.  

                                                
27 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit, hlm. 52. 
28 Ibid. 



 
 

 

17 

b. Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., Dosen Bagian Hukum Internasional, 

Fakultas Hukum.  

5. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

a. Prosedur Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan, 

yang berisi informasi umum seperti buku, indeks dan ensiklopedia serta acuan 

khusus yang berisi hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian seperti jurnal, laporan, tesis, disertasi, dan sebagainya.29 Kegiatan telaah 

pustaka dalam tulisan ini mengikuti tahapan sebagai berikut:30 

1) Penentuan sumber data sekunder berupa undang-undang, putusan pengadilan, 

dokumen hukum, catatan hukum dan literatur di bidang hukum. 

2) Identifikasi data sekunder yang diperlukan, yaitu proses penelitian dan 

pengakuan dokumen hukum. 

3) Inventarisasi data penting tentang masalah. 

4) Pengkajian data yang dikumpulkan untuk menentukan relevansinya dengan 

kebutuhan dan rumusan masalah. 

 

b. Pengolahan Data 

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis, 

dimana data sekunder yang diperoleh saling berkaitan dan disesuaikan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga membentuk suatu kesatuan penelitian yang utuh dan 

terpadu. 

 

                                                
29 Bambang Sunggono. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012. 
30 Abdulkadir Muhammad. Op.Cit, hlm.. 124. 
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6. Analisis Data 

Pengolahan data dilanjutkan dengan analisis data yang dilakukan dengan cara 

menganalisis sejauh mana penegakan hukum pidana dilakukan, upaya Indonesia 

serta pengaruh kerjasama dalam melakukan proses ekstradisi para pelaku tindak 

pidana perbankan yang melarikan diri keluar negeri. Untuk memahami pengaruh 

perjanjian ekstradisi dalam penegakan hukum tindak pidana ekonomi tersebut, 

maka data yang diperlukan adalah peraturan tentang ekstradisi, peraturan 

perbankan, dan jalur penyelesaian sengketa. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana  

1. Istilah Tindak Pidana 

Terdapat ti.ga masalah sentral/pokok dalam hukum pi.dana berpusat kepada apa 

yang di.sebut dengan ti.ndak pi.dana (cri.mi.nal act, strafbaarfei.t, deli.k, perbuatan 

pi.dana), pertanggung jawaban pi.dana (cri.mi.nal responsi.bi.li.ty) dan masalah pi.dana 

dan pemi.danaan. I.sti.lah ti.ndak pi.dana merupakan masalah yang berhubungan erat 

dengan masalah kri.mi.nali.sasi. (cri.mi.nal poli.cy) yang di.arti.kan sebagai. proses 

penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan ti.ndak pi.dana menjadi. 

ti.ndak pi.dana, proses penetapan i.ni. merupakan masalah perumusan perbuatan-

perbuatan yang berada di. luar di.ri. seseorang.31 

 

I.sti.lah ti.ndak pi.dana di.pakai. sebagai. terjemah dari. i.sti.lah strafbaar fei.t atau deli.ct. 

Strafbaar fei.t terdi.ri. dari. ti.ga kata, yakni. straf, baar, dan fei.t, kata “straf” arti.nya 

pi.dana, “baar” arti.nya dapat atau boleh dan “fei.t” adalah perbuatan. Secara harfi.ah 

perkataan ti.ndak pi.dana dapat di.terjemahkan sebagai. kenyataan yang dapat di. 

hukum, namun di.ketahui. bahwa yang dapat di.hukum sebenarnya adalah manusi.a 

sebagai. pri.badi. dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun ti.ndakan.32 

                                                
31 Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2016, hlm.57. 
32 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 
1997, hlm. 181. 
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Berdasarkan penjelasan di.atas, i.sti.lah strafbaar fei.t di.arti.kan sebagai. peri.sti.wa 

yang dapat di.pi.dana atau perbuatan yang dapat di.pi.dana. Sedangkan menurut 

beberapa ahli. hukum ti.ndak pi.dana (strafbaar fei.t) adalah: 

a. Menurut Pompe, “strafbaar fei.t” secara teori.ti.s dapat merumuskan sebagai. 

suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap terti.b hukum) yang dengan 

sengaja ataupun dengan ti.dak di.sengaja telah di.lakukan oleh seorang pelaku, 

di. mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi. terpeli.haranya 

terti.b hukum dan terjami.nnya kepenti.ngan hukum.33 

b. Menurut I.ndi.yanto Seno Adji. ti.ndak pi.dana adalah perbuatan seseorang yang 

di.ancam pi.dana, perbuatannya bersi.fat melawan hukum, terdapat suatu 

kesalahan yang bagi. pelakunya dapat di.pertanggungjawabkan atas 

perbuatannya. 34 

c. Di. antara defi.ni.si. i.tu yang pali.ng lengkap i.alah defi.ni.si. dari. Si.mons yang 

merumuskan ti.ndak pi.dana sebagai. beri.kut: “Ti.ndak pi.dana adalah suatu 

perbuatan manusi.a yang bertentangan dengan hukum, di.ancam dengan pi.dana 

oleh Undang-undang perbuatan mana di.lakukan oleh orang yang dapat 

di.pertanggungjawabkan dan dapat di.persalahkan pada si. pembuat”. 

Memperhati.kan defi.ni.si. di. atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan 

perbuatan i.tu sebagai. ti.ndak pi.dana, syarat tersebut adalah sebagai. beri.kut:  

a. Harus ada perbuatan manusi.a;  

b. Perbuatan manusi.a i.tu bertentangan dengan hukum;  

                                                
33 Erdi.anto Effendi., Hukum Pi.dana I.ndonesi.a Suatu Pengantar, Bandung: PT. Refi.ka Adi.tama, 
2014, hlm.97. 
34 Indriyanto Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi 
Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, hlm.155. 
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c. Perbuatan i.tu di.larang oleh Undang-undang dan di.ancam dengan pi.dana; 

d. Perbuatan i.tu di.lakukan oleh orang yang dapat di.pertanggung jawabkan; dan  

e. Perbuatan i.tu harus dapat di.pertanggung jawabkan kepada si. pembuat. 

Ti.ndak pi.dana pada dasarnya cenderung meli.hat pada peri.laku atau perbuatan (yang 

mengaki.batkan) yang di.larang oleh undang-undang. Ti.ndak pi.dana khusus lebi.h 

pada persoalan-persoalan legali.tas atau yang di.atur dalam undang-undang. Ti.ndak 

pi.dana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, 

hal-hal yang di.atur perundang-undangan ti.dak termasuk dalam pembahasan.Ti.ndak 

pi.dana khusus i.ni. di.atur dalam undang-undang di. luar hukum pi.dana umum.35 

 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Seti.ap ti.ndak pi.dana yang terdapat dalam KUHP, dapat di. jabarkan ke dalam unsur-

unsur yang terdi.ri. dari. unsur subjekti.f dan unsur objekti.f. Unsur-unsur subjekti.f 

dari. suatu ti.ndak pi.dana adalah :36 

a. Kesengajaan (dolus) atau keti.dak sengajaan (culpa)  

b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogi.ng seperti. yang 

di.maksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP 

c. Berbagai. maksud seperti. yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencuri.an, 

peni.puan, pemerasan, pemalsuan, dan lai.n-lai.n  

d. Merencanakan terlebi.h dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam 

kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP  

                                                
35 Teguh Prasetyo, Hukum Pi.dana Edi.si. Revi.si., Jakarta: Rajawali. Pers, 2016, hlm. 50. 
36 Rahmanuddi.n Tomali.li., Hukum Pi.dana, Yogyakarta: CV. Budi. Utama, 2012, hlm. 12. 
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e. Perasaan takut yang antara lai.n terdapat dalam rumusan ti.ndak pi.dana menurut 

Pasal 308 KUHP 

Unsur-unsur objekti.f dari. suatu ti.ndak pi.dana adalah sebagai. beri.kut :  

a. Si.fat melawan hukum atau wederrechtteli.jkhei.d  

b. Kuali.tas dari. pelaku, mi.salnya keadaan sebagai. seorang pegawai. negeri.  

c. Kausali.tas, yakni. hubungan antara suatu ti.ndak pi.dana sebagai. penyebab 

dengan sesuatu kenyataan sebagai. aki.bat. 

 

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perbankan 

Ti.ndak Pi.dana perbankan merupakan salah satu ti.ndak Pi.dana ekonomi. yang 

menci.derai. kesejahteraan masyarakat di. I.ndonesi.a. Sebelum membahas di.skusi. 

permasalahan, thesi.s akan mengurai.kan mengenai. ti.ndak Pi.dana perbankan sebagai. 

salah satu ti.ndak Pi.dana ekonomi..  

1. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Ekonomi 

Ti.ndak Pi.dana ekonomi. adalah ti.ndak Pi.dana yang di.atur secara yuri.di.s dalam Pasal 

1 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan 

Peradi.lan ti.ndak Pi.dana Ekonomi.. Ti.ndak Pi.dana di. bi.dang ekonomi. merupakan 

perbuatan pelanggaran terhadap seti.ap hak, kewaji.ban/keharusan atau larangan 

sebagai. ketentuan-ketentuan dari. peraturan-peraturan hukum yang memuat 

kebi.jaksanaan negara di. bi.dang ekonomi. untuk mencapai. tujuan nasi.onal.37 Dalam 

Pasal 1 Undang Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, 

                                                
37 Achmad Syai.fullah, Rodi.li.ah, Sahnan, 2019, Op.Ci.t, hlm. 320. 
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Penuntutan, dan Peradi.lan ti.ndak Pi.dana Ekonomi.,  pengerti.an ti.ndak Pi.dana 

perekonomi.an adalah:  

a. Pelanggaran berbagai. ketentuan yang terdapat dalam atau berdasarkan 

berbagai. peraturan dan ordonanti.ei. (peraturan pemeri.ntah) yang di.cantumkan 

pada Pasal 1 ayat (1) undang-undang ti.ndak pi.dana ekonomi..  

b. Ti.ndak Pi.dana tersebut dalam Pasal 26, Pasal 32, dan Pasal 33 Undang-Undang 

Ti.ndak Pi.dana Ekonomi.. 

c. Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-undang lai.n 

terbatas undang-undang tersebut menyebut pelanggaran sebagai. ti.ndak Pi.dana 

ekonomi..  

Ti.ndak Pi.dana ekonomi. merupakan seti.ap perbuatan yang melanggar perundang-

undangan dalam bi.dang ekonomi. dan bi.dang keuangan serta mempunyai. sanksi. 

Pi.dana sehi.ngga secara jelas di.nyatakan konsep keuangan.38 Kejahatan yang 

bercorak keuangan merupakan perbuatan yang di.lakukan melalui. si.stem perbankan 

atau dalam perbankan i.tu sendi.ri. serta dalam lembaga keuangan non bank lai.nnya.  

 

2. Pengertian dan Jenis Tindak Pidana Perbankan  

Ti.ndak Pi.dana perbankan meli.batkan dana masyarakat yang di.si.mpan di. bank, oleh 

karenanya ti.ndak Pi.dana perbankan merugi.kan kepenti.ngan berbagai. pi.hak, bai.k 

bank i.tu sendi.ri. selaku badan usaha, maupun nasabah yang menyi.mpan dana, si.stem 

perbankan, otori.tas perbankan, pemeri.ntah, dan masyarakat luas. Berdasarkan Pasal 

                                                
38 Teguh Prasetyo dan Jeferson Kameo, “Ti.pologi. Ti.ndak Pi.dana Ekonomi. dalam Perspekti.f 
Keadi.lan Bermartabat”, Jurnal Hukum Bi.sni.s Bonum Commune, vol.3, no. 2, 2020, hlm. 206.  
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50 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ti.ndak Pi.dana 

perbankan terdi.ri. dari. beberapa unsur yai.tu:39 

a. Kejahatan di.lakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (cri.mes agai.nst the 

bank). 

b. Kejahatan orang dalam bank dalam bentuk peni.puan (fraud).  

c. Kejahatan orang dalam bank berupa self deali.ng.  

Jeni.s-jeni.s ti.ndak pi.dana perbankan terdi.ri. 4 (empat) jeni.s ti.ndak pi.dana yai.tu 

ti.ndak pi.dana fraud, ti.ndak pi.dana yang berkai.tan dengan peri.zi.nan, ti.ndak pi.dana 

yang berkai.tan dengan rahasi.a bank, ti.ndak pi.dana yang berkai.tan dengan usaha 

bank, dan ti.ndak pi.dana yang berkai.tan dengan pengawasan dan pembi.naan bank 

dengan penjelasan sebagai. beri.kut: 

a. Jeni.s Ti.ndak Pi.dana Fraud 

Jeni.s ti.ndak Pi.dana peni.puan atau fraud terbagi. menjadi. 3 (ti.ga) jeni.s fraud yai.tu, 

terhadap aset, laporan keuangan, dan korupsi. dengan urai.an sebagai. beri.kut:40 

1) Fraud terhadap Asset (Asset Mi.ssappropri.aton) yai.tu penyalahgunaan aset 

perusahaan yang di.gunakan untuk keperluan pri.badi., tanpa i.zi.n dari. 

perusahaan atau lembaga. Asset mi.sappropri.ati.on terbagi. menjadi. 2 (dua) yai.tu  

(1) cash mi.ssappropri.ati.on yai.tu penyelewengan terhadap aset yang berupa kas 

seperti. penggelapan kasa, mengambi.l check dari. pelanggan, menahan check 

pembayaran untuk vendor. (2) Non-cash Mi.ssappropri.ati.on yai.tu 

                                                
39 Hana Fari.dah, “Jeni.s-Jeni.s Ti.ndak Pi.dana Perbankan dan Perbandi.ngan Undang-Undang 
Perbankan”, Jurnal Hukum POSI.TUM, vol. 3, no. 2, 2018, hlm. 112.  
40 Hana Fari.dah, op.ci.t, pp. hlm.113-115.  
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penyelewengan terhadap aset yang berupa non kas, seperti. menggunakan 

fasi.li.tas perusahaan untuk kepenti.ngan pri.badi.. 41 

2) Fraud terhadap laporan keuangan (fraudulent statements) yang terbagi. menjadi. 

fi.nanci.al dan nonfi.nanci.al. Segala ti.ndakan yang mengubah laporan keuangan 

merupakan fraud terhadap laporan keuangan seperti. memalsukan bukti. 

transaksi., mengubah nomi.nal transkasi., menggunakan metode yang ti.dak 

konsi.sten, menerapkan metode pengakuan li.abi.li.tas. 42 

3) Korupsi. (Corrupti.on), ti.ndak Pi.dana fraud membagi. korupsi. menjadi. konflli.k 

kepenti.ngan atau confli.ct of i.nterests dan menyuap atau meneri.ma suap 

(bri.beri.es and excori.ati.on). 

 

b. Ti.ndak Pi.dana yang Berkai.tan dengan Peri.zi.nan  

Ti.ndak Pi.dana di. bi.dang perbankan yang berkai.tan dengan peri.zi.nan adalah ti.ndak 

Pi.dana yang berhubungan dengan peri.zi.nan pendi.ri.an bank sebagai. lembaga 

keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, mengatur ti.ndak Pi.dana 

yang termasuk ke dalam jeni.s ti.ndak Pi.dana yang berkai.tan dengan peri.zi.nan 

yai.tu:43 

 

 

                                                
41 Meri.ssa Yesi.ari.ani. dan I.sti. Rahayu, “Deteksi. Fi.nanci.al Statement Fraud”, Jurnal Akuntansi. & 
Audi.ti.ng I.ndonesi.a, vol. 21, no. 1, 2017, hlm. 49.  
42 Arfi.yadi. dan I.ndah Ani.sykurli.llah, “The Detecti.on of Fraudulent Fi.nanci.al Statement wi.th Fraud 
Di.amon Analysi.s”, Accounti.ng Analysi.s Journal, vol. 5, no. 3, 2016, hlm. 174.  
43 Noori.tza Mei.dahni.a, “Peri.zi.nan di. Bi.dang Perbankan yang Beri.mpli.kasi. Ti.ndak Pi.dana”, 
Yuri.di.ka, vol. 29, no. 2, 2014, hlm. 211. 
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Pasal 46 ayat (1): 

“Barang si.apa menghi.mpun dana dari. masyarakat dalam bentuk si.mpanan berupa 

gi.ro, deposi.to berjangka, serti.fi.kat deposi.to, tabungan dan/atau bentuk lai.nnya yang 

di.persamakan dengan i.tu tanpa i.zi.n usaha dari. Menteri. sebagai.mana di.maksud 

dalam Pasal 16 dan Pasal 17, di.ancam dengan Pi.dana penjara pali.ng lama 15 (li.ma 

belas) tahun dan denda pali.ng banyak Rp 10. 000.000.00,- (sepuluh mi.li.ar rupi.ah) 

dan pali.ng banyak Rp 200.000.000.000,- (dua ratus mi.li.ar rupi.ah).  

 

Pasal 46 ayat (2): 

“Dalam hal kegi.atan sebagai.mana di.maksud dalam ayat (1) di.lakukan oleh badan 

hukum yang berbentuk perseorangan terbatas, perseri.katan, yayasan, atau koperasi., 

maka penuntutan terhadap badan-badan di.maksud di.lakukan bai.k terhadap mereka 

yang memberi. peri.ntah melakukan perbuatan i.tu atau yang berti.ndak sebagai. 

pi.mpi.nan dalam perbuatan i.tu atau terhadap kedua-duanya”.  

 

c. Ti.ndak Pi.dana yang Berkai.tan dengan Rahasi.a Bank 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahu 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa ti.ndak Pi.dana yang 

masuk ke dalam kategori. ti.ndak Pi.dana berkai.tan dengan rahasi.a bank, di.atur dalam 

Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), dan Pasal 47 A yang tertuli.s sebagai. beri.kut:44 

 

 

                                                
44 Ali.fi.n Nurahmana Wanda, “Pertanggungjawaban Ti.ndak Pi.dana Perbankan Terkai.t dengan 
I.nformasi. Kerahasi.aan Bank”, I.ndonesi.an Journal of Cri.mi.nal Law, vol. 2, no. 1, 2020, hlm. 4.  
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Pasal 47 ayat (1) 

“Barang si.apa tanpa membawa peri.ntah tertuli.s atau i.zi.n dari. pi.mpi.nan Bank 

I.ndonesi.a sebagai.mana di.maksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42 dengan 

sengaja memaksa bank atau pi.hak terafi.li.asi. untuk memberi.kan keterangan 

sebagai.mana di.maksud dalam Pasal 40, di.ancam dengan Pi.dana penjara sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun dan pali.ng lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-

kurangnya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh mi.li.ar rupi.ah) dan pali.ng banyak 

Rp200.000.000.000,- (dua ratus mi.li.ar rupi.ah).  

 

Pasal 47 Ayat (2)  

“Anggota Dewan Komi.sari.s, di.reksi., pegawai. bank, atau pi.hak terafi.li.asi. lai.nnya 

yang dengan sengaja memberi.kan keterangan yang waji.b di.rahasi.akan menurut 

Pasal 40 di.ancam dengan Pi.dana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahunan 

pali.ng lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000,- 

(empat mi.li.ar rupi.ah) dan pali.ng banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan mi.li.ar 

rupi.ah).” 

 

Pasal 47 A 

“Anggota Dewan Komi.sari.s, di.reksi., atau pegawai. bank yang dengan sengaja ti.dak 

memberi.kan keterangan yang waji.b di.penuhi. sebagai.mana di.maksud dalam Pasal 

42A dan Pasal 44A, di.ancam dengan Pi.dana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) 

tahun dan lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 4.000.000.000 

(empat mi.li.ar rupi.ah) dan pali.ng banyak Rp 15.000.000.000 (li.ma belas mi.li.ar 

rupi.ah). 
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d. Ti.ndak Pi.dana yang Berkai.tan dengan Pengawasan dan Pembi.naan Bank  

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan bahwa 

ti.ndak Pi.dana yang termasuk ke dalam jeni.s ti.ndak Pi.dana yang berkai.tan dengan 

rahasi.a bank, terdapat Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (2):45 

Pasal 48 ayat (1) 

Bahwa Anggota Dewan Komi.sarsi., di.reksi., atau pegawai. bank yang dengan sengaja 

ti.dak memberi.kan keterangan yang waji.b di.penuhi. sebagai.mana di.maksud dalam 

Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) , di.ancam dengan 

Pi.dana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan pali.ng lama 10 (sepuluh) 

tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 5.000.000.000,- (li.ma mi.li.ar rupi.ah) dan 

pali.ng banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus mi.li.ar rupi.ah).  

 

Pasal 48 Ayat (2) 

“Anggota Dewan Komi.sari.s, di.reksi., atau pegawai. bank yang lalai. memberi.kan 

keterangan yang waji.b di.penuhi. sebagai.mana di.maksud dalam Pasal 30 Ayat (1) 

dan Ayat (2) dan Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2), di.ancam dengan Pi.dana kurungan 

sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan pali.ng lama 2 (dua) tahun dan atau denda 

sekurang-kurangnya Rp 1.000.000.000,- (satu mi.li.ar rupi.ah) dan pali.ng banyak Rp 

2.000.000.000,- (dua mi.li.ar rupi.ah).” 

 

 

                                                
45 Bambang Purwogandi. Di.to Ari. Legowo dan Sri. Endah Wahyuni.ngsi.h, “Kebi.jakan Hukum Pi.dana 
Pertanggungjawaban Koprorasi. terhadap ti.ndak Pi.dana perbankan dalam Si.stem Hukum di. 
I.ndonesi.a”, Jurnal Hukum Khai.ra Ummah, vol. 12, no. 3, 2017, hlm.. 534.  
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e. Ti.ndak Pi.dana yang Berkai.tan dengan Usaha Bank 

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyebutkan bahwa, anggota 

dewan, di.reksi., atau pegawai. bank yang dengan sengaja:46 

1) Membuat atau menyebabkan suatu pencatatan palsu dalam sebuah pembukuan 

atau laporan, maupun dokumen atau laporan kegi.atan usaha, laporan transaksi., 

atau rekeni.ng suatu bank.  

2) Menghi.langkan atau ti.dak memasukkan atau menyebabkan ti.dak di.lakukannya 

pencatatan dalam pembukuan atau laporan, maupun dokumen atau laporan 

kegi.atan usaha, laporan transaksi. atau rekeni.ng suatu bank.  

3) Mengubah, mengaburkan, menyembunyi.kan, menghapus, atau menghi.langkan 

adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau laporan, maupun dokumen 

atau laporan kegi.atan usaha, laporan transaksi. atau rekeni.ng suatu bank, atau 

dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghi.langkan, menyembunyi.kan, 

atau merusak catatan pembukuan tersebut.  

 

C. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana 

Pelaku ti.ndak pi.dana (Dader) menurut doktri.n adalah seseorang yang 

melaksanakan semua unsur-unsur ti.ndak pi.dana sebagai. mana yang telah 

di.rumuskan di. dalam undang-undang menurut KUHP. 47 

1. mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta 

melakukan perbuatan;  

                                                
46 Otori.tas Jasa Keuangan, Pahami. dan Hi.ndari.: Buku Memahami. dan Menghi.ndari. Ti.ndak Pi.dana 
Perbankan, Jakarta: Otori.tas Jasa Keuangan, 2020, hlm. 152.  
47 Ri.fai., Eddy, “Perspekti.f pertanggungjawaban pi.dana korporasi. sebagai. pelaku ti.ndak pi.dana 
korupsi.”, Mi.mbar hukum fakultas hukum uni.versi.tas gajah mada 26.1, 2014, hlm 89. 
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2. mereka yang memberi. atau menjanji.kan sesuatu dengan menyalahgunakan 

kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau 

dengan memberi. kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan 

orang lai.n supaya melakukan perbuatan.  

3. Mereka yang melakukan ti.ndak pi.dana yang bersangkutan, yai.tu orang yang 

dengan suatu kesengajaan atau keti.daksengajaan seperti. yang di.i.syaratkan oleh 

Undang-Undang dan meni.mbulkan suatu aki.bat yang ti.dak di.kehendaki. oleh 

Undang-Undang, bai.k i.tu merupakan unsur subjekti.f maupun unsur obyekti.f, 

tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan ti.ndak pi.dana tersebut 

ti.mbul dari. di.ri.nya sendi.ri. atau ti.dak karena gerakkan oleh pi.hak keti.ga.  

 

Meli.hat batasan dan urai.an di.atas, dapat di.katakan bahwa orang yang dapat 

di.nyatakan sebagai. pelaku ti.ndak pi.dana dapat di.kelompokkan kedalam beberapa 

macam antara lai.n :48  

1. Orang yang melakukan (dader plagen)  

Orang i.ni. berti.ndak sendi.ri. untuk mewujudkan segala maksud suatu ti.ndak 

pi.dana.  

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)  

Terdapat 2 orang pelaku, di.mana terdapat satu orang yang menyuruh 

melakukan, sehi.ngga dapat di.sebut bukan pelaku utama yang melakukan 

ti.ndak pi.dana, tetapi. dengan bantuan orang lai.n yang hanya merupakan alat 

saja.  

                                                
48 Waluyo, Bambang. Pi.dana dan pemi.danaan, Jakarta: Si.nar grafi.ka, 2000, hlm 60. 
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3. Orang yang turut melakukan (mede plagen) Turut melakukan arti.nya di.si.ni. 

i.alah melakukan bersama-sama.  

Terdapat dua orang atau lebi.h pelaku, yai.tu yang melakukan (dader plagen) 

dan orang yang turut melakukan (mede plagen). 

 

D. Ti.njauan Umum Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ti.ndak Pi.dana 

Perbankan yang Lari. keluar negeri. 

Penegakan hukum terhadap ti.ndak pi.dana atau bi.asa di.sebut cri.mi.nal law 

enforcement merupakan upaya negara dalam menegakkan norma hukum termasuk 

semua ni.lai. di.dalamnya (total enforcement) melalui. rangkai.an aturan substansi.al, 

formi.i.l maupun ketentuan sejeni.snya untuk menyei.mbangkan kepenti.ngan negara, 

umum, dan i.ndi.vi.du (full-enforcement).49 Perkembangan i.lmu pengetahuan dan 

teknologi. selai.n memberi.kan kemudahan dalam kehi.dupan manusi.a, juga 

meni.mbulkan dampak negati.f yang mendorong pertumbuhan modusoperandi. 

ti.ndak pi.dana serta memudahkan para pelaku berpi.ndah dari. satu negara ke negara 

lai.n.50 Kemajuan teknologi. berjalan sei.ri.ngan dengan perkembangan duni.a 

kejahatan, khususnya kejahatan li.ntas negara atau ti.ndak pi.dana transnasi.onal.51 

 

Ti.ndak pi.dana transnasi.onal di.defi.ni.si.kan sebagai. salah satu i.sti.lah  yuri.di.s terkai.t 

ti.ndak pi.dana yang memi.li.ki. dampak di.lebi.h dari. satu negara, dan cara-cara yang 

                                                
49 Sri. Endah W, Ri.smanto, “Kebi.jakan Penegakan Hukum Pi.dana Terhadap Penanggulanan Money 
Launderi.ng dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pi.dana I.ndonesi.a”, Jurnal Pembaharuan Hukum, 
vol. 2, no. 1, 2015, hlm.  47. 
50 Stefanus Reynold A, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ti.ndak Pi.dana Li.nteas Negara Melalui. 
Perjanji.an Ekstradi.si.”, Jurnal I.lmi.ah I.lmu Hukum, vol. 16, no.2, hlm. 322. 
51 M. Naseh dkk, “Karakteri.sti.k Pelaku Kejahatan Transnasi.onal Terorgani.sasi. di. I.ndonesi.a dan 
Eropa”, Jurnal Hubungan I.nternasi.onal, vol. 3, no 1, 2019, hlm. 48. 
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di.terapkan telah melampaui. batas terri.tori.al suatu negara.52 I.sti.lah ti.ndak pi.dana 

transnasi.onal di.tujukan untuk merujuk adanya ti.ndak pi.dana yang sebenarnya 

bersi.fat nasi.onal, tetapi. memi.li.ki. kepenti.ngan negara-negara lai.n di.dalamnya. Oleh 

karenanya, tampak bahwa ada dua atau lebi.h negara yang berkai.tan langsung 

dengan ti.ndak pi.dana tersebut. Bagi.an yang pali.ng membedakan dengan ti.ndak 

pi.dana bi.asa adalah masuknya aspek i.nternasi.onal bai.k dalam li.ngkup pri.vat 

maupun publi.k, poli.ti.k maupun ti.dak. 

 

I.ndonesi.a sebagai. salah satu anggota masyarakat i.nternasi.onal telah merati.fi.kasi. 

Uni.ted Nati.ons Conventi.on agai.nst Transnati.onal Organi.zed Cri.me (UNTOC) 

kedalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rati.fi.kasi. UNTOC. 

Di.rati.fi.kasi.nya Konvensi. tersebut membuat I.ndonesi.a memi.li.ki. kewaji.ban untuk 

melaksanakan upaya kri.mi.nali.sasi. terhadap ti.ndak pi.dana yang di.atur oleh 

Konvensi., serta menerapkan prosedur hukum menurut ketentuan Konvensi. sebagai. 

negara pi.hak. Kewaji.ban-kewaji.ban I.ndonesi.a di.atur dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2009, sebagai. beri.kut: 

1. Pasal 12 mengatur tentang ti.ndakan penyi.taan dan penahanan 

2. Pasal 12 mengatur tentang kerjasama I.nternasi.onal untuk tujuan perampasan 

3. Pasal 14 mengatur tentang penyerahan hasi.l ti.ndak pi.dana atau kekayaan yang 

di.si.ta 

4. Pasal 15 mengatur tentang yuri.sdi.ksi. 

5. Pasal 16 mengatur tentang ekstradi.si. 

                                                
52 Franci.szek P, Protecti.on of Offi.ci.als of Forei.gn States Accordi.ng to I.nternati.onal Law, 
(Netherlands: Mati.nus Ni.jhoff Publi.sher), 1983, hlm. 73. 
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6. Pasal 17 mengatur tentang pemi.ndahan narapi.dana 

7. Pasal 18 mengatur tentang bantual hukum ti.mbal bali.k (Mutual Legal 

Assi.stance) 

8. Pasal 19 mengatur tentang penyeli.di.kan bersama 

9. Pasal 20 mengatur tentang tekni.k penyeli.di.kan khusus 

10. Pasal 21 mengatur tentang pemi.ndahan proses pi.dana 

11. Pasal 22 mengatur tentang penyusunan data ti.ndak pi.dana 

12. Pasal 24 mengatur tentang perli.ndungan saksi. 

13. Pasal 25 mengatur tentang bantuan dan perli.ndungan terhadap korban 

14. Pasal 26-29 mengatur tentang kerjasama aparat antar negara 

15. Pasal 30-31 mengatur tentang ti.ndakan lai.n dan pencegahan 

 

Ti.ndak pi.dana transnasi.onal yang terkenal di.bi.dang perbankan di.lakukan dengan 

berbagai. modus operandi. seperti. pemalsuan dokumen, transaksi. fi.kti.f, 

pembukuan ganda, penyalahgunaan wewenang, perusakan data, dan 

penyelewengan dalam transaksi. perbankan.53 Beberapa kasus yang merugi.kan 

bank-bank I.ndonesi.a di.antaranya seperti. kasus yang meli.batkan Djoko Tjandra 

pada tahun 2000 dan merugi.kan negara sampai. 940 mi.li.ar rupi.ah. Dalam kasus 

tersebut, Djoko mangki.r dari. panggi.lan si.dang penjatuhan hukuman dan 

di.laporkan telah berpi.ndah kewarganegaraan ke Papua Nugi.ni., yang kemudi.an 

menghambat pemi.danaan terhadapnya. Kasus lai.nnya yai.tu ti.ndak pi.dana korupsi. 

oleh Sjamsul Nursali.m penerbi.tan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan 

Li.kui.di.tas Bank I.ndonesi.a (BLBI.) sebanyak 4,58 tri.li.un rupi.ah pada 1998. Dalam 

                                                
53 Fri.lly Margaret W, “Pertanggungjawaban Pi.dana Terhadap Korporasi. Perbankan Aki.bat Dari. 
Ti.ndak Pi.dana Pembobolan Bank”Jurnal Lex et Soci.etati.s, Vol 4, No 1, 2016, hlm. 8 
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kasus i.ni. Sjamsul telah menjadi. penduduk tetap di. Si.ngapura sehi.ngga sampai. 

sekarang di.ri.nya belum pernah memenuhi. panggi.lan KPK. 

 

Dasar hukum terhadap penegakan hukum pi.dana dalam kasus kejahatan 

perbankan sejauh i.ni. di.atur dalam beberapa i.nstrument. Ki.tab Undang-Undang 

Hukum Pi.dana (KUHP) mengatur ketentuan perbankan pada Pasal 209, 208, 418, 

dan 419 tentang penyuapan, Pasal-Pasal 263, 264, 266, 416 dan 242 tentang 

pemalsuan. Pasal-pasal yang telah di.sebutkan memi.li.ki. korelasi. dengan 

perundang-undangan perbankan. Selai.n KUHP persoalan terkai.t penegakan 

hukum ti.ndak pi.dana perbankan di.atur dalam beberapa peraturan, antara lai.n: 

1. Undang-Undang Nomor 7/Drt/1995 tentang Ti.ndak Pi.dana Ekonomi.. 

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradi.si. 

4. Undang-Undang Nomor Bantuan Ti.mbal Bali.k dalam Masalah Pi.dana 

5. UCP 600 (Uni.form customs and Practi.ce for Documentary Credi.ts) 

6. Peraturan Pemeri.ntah No. 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, I.mpor 

dan/atau Li.ntas Devi.sa 

 

Peraturan terkai.t upaya penegakan hukum dalam kasus kejahatan perbankan ti.dak 

hanya terbatas pada ketentuan di.atas, pemi.danaan pelaku juga dapat di.dasari. oleh 

i.nstrumen hukum lai.n yang di.anggap lebi.h relevan dan spesi.fi.k dengan jeni.s ti.ndak 

pi.dana yang di.lakukan, mi.salnya dalam hal adanya ti.ndakan korupsi. maka 

pemi.danaan juga di.dasari. oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Pi.dana Korupsi.. 
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Kasus-kasus di.atas menunjukan adanya corak poli.ti.k yang sangat tampak, 

di.bukti.kan dengan fakta bahwa negara pelaku ti.ndak pi.dana di.dorong untuk 

memi.li.ki. hubungan poli.ti.k yang bai.k dengan negara tempat pelaku melakukan 

ti.ndak pi.dana (vi.cti.m state). Adanya corak poli.ti.k tersebut memaksa negara untuk 

melakukan kerjasama global dalam mencegah, memberantas dan menegakkan 

hukum pi.dana terhadap pelaku kejahatan transnasi.onal. Salah satu upaya konkret 

kerjasama tersebut adalah terbentuknya I.NTERPOL (I.nternati.onal Poli.ce 

Organi.zati.on) yang mengambi.l peran sebagai. organi.sasi. i.nternasi.onal antar 

kepoli.si.an nasi.onal dari. negara-negara anggotanya. Hi.ngga saat i.ni., telah banyak 

kasus kejahatan transnasi.onal yang prosesnya di.tunjang oleh keberadaan 

I.NTERPOL.54 

 

Ti.ndakan masyarakat i.nternasi.onal dalam menanggulangi. kejahatan-kejahatan 

li.ntas batas di.selenggarakan melalui. kerjasama i.nternasi.onal berdasarkan 

ketentuan hukum i.nternasi.onal bai.k yang bersi.fat hard law maupun soft law. 

Konvensi. Palermo pada tahun 2000 menyebutkan beberapa bentuk kerjasama 

i.nternasi.onal yang dapat di.lakukan oleh masyakat i.nternasi.onal dalam melakukan 

upaya penegakan hukum, yai.tu: perjanji.an ekstradi.si., maupun bantuan hukum 

                                                
54 Flora Pri.ci.li.a K, “Efekti.fi.tas Perjanji.an Ekstradi.si. Sebagai. Sarana Pencegahan, Pemberantasan 
dan Penghukuman Pelaku Ti.ndak Pi.dana I.nternasi.onal”, Jurnal Unsrat, vol. 4, no.1, 2016, hlm. 6 
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ti.mbal bali.k di. bi.dang pi.dana (mutual legal assi.stance) yang akan di.jelaskan secara 

ri.nci. pada bagi.an I bab i.ni.. 55 

 

E. Asas Nasional Aktif 

Asas Nasi.onal akti.f merupakan penegasan dari. pada asas teri.tori.ali.tas yang 

memberlakukan Ki.tab Undang-Undang Hukum Pi.dana (KUHP) terhadap orang-

orang I.ndonesi.a yang melakukan pi.dana di.luar wi.layah Republi.k I.ndonesi.a. Hal i.ni. 

bertujuan untuk meli.ndungi. kepenti.ngan umum (nasi.onal) bagi. warga negara 

i.ndonesi.a yang berada di. luar negeri.. Asas Nasi.onal Akti.f i.ni. bertumpu pada 

kewarganegaraan pembuat deli.k. Dengan kata lai.n, Hukum Pi.dana I.ndonesi.a akan 

mengi.kuti. warga negaranya kemanapun i.a berada. Asas i.ni. bagai.kan ransel yang 

melekat pada punggung warga negara I.ndonesi.a. Asas i.ni. tertuang di. dalam Pasal 

5 KUHP yang berbunyi. sebagai. beri.kut:56  

1. Ketentuan pi.dana dalam perundang-undangan Republi.k I.ndonesi.a berlaku bagi. 

warga negara I.ndonesi.a yang melakukan ti.ndak pi.dana di. luar I.ndonesi.a:  

a. Jeni.s-jeni.s kejahatan yang tertuang dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, 

dan 451. 

b. Perbuatan yang di.lakukan dan bertentangan dengan suatu ketentuan pi.dana 

dalam perundang-undangan I.ndonesi.a di.pandang selaku kejahatan dan 

di.ancam dengan pi.dana.  

                                                
55 Syari.fuddi.n, “Relevansi. Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradi.si. Dengan 
Perkembangan Hukum Ekstradi.si. I.nternasi.onal”, Jurnal Komuni.kasi. Hukum, vol. 2 no.1, 2016, hlm. 
97 
56 M. I.rfansyah, “Kejahatan Transnasi.onal Dan I.mplementasi. Hukum Pi.dana I.ndonesi.a”, Lex 
Cri.men, vol. 7, no. 7, 2018, hlm. 15. 
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2. “Penuntutan perkara sebagai.mana di.maksud dalam buti.r 2 dapat di.lakukan 

juga ji.ka tertuduh menjadi. warga negara sesudah melakukan perbuatan”.  

 

Pasal 5 ayat (1) Ke 1, bersi.fat lebi.h umum karena ketentuan i.ni. di.berlakukan kepada 

Warga Negara I.ndonesi.a (WNI.) ji.ka melakukan suatu kejahatan (mi.sdri.jven) 

menurut undang-undang I.ndonesi.a sedangkan menurut undang-undang negara 

di.mana perbuatan di.lakukan di.ancam dengan pi.dana. Di. si.ni. hanya di.katakan 

“menurut undang-undang negara di.mana perbuatan di.lakukan di.ancam dengan 

pi.dana”, sebab mungki.n negara lai.n i.tu ti.dak mengenal klasi.fi.kasi. ti.ndak pi.dana 

atas Kejahatan dan Pelanggaran seperti. I.ndonesi.a.57 

 

Sedangkan penuntutan terhadap suatu perbuatan yang di.maksudkan pada sub 2 

menegaskan bahwa ketentuan i.ni. dapat di.berlakukan, ji.ka terdakwa baru menjadi. 

warga negara I.ndonesi.a setelah melakukan perbuatan i.tu.  Oleh karena i.tu, menurut 

Pasal 5 ayat (1) Ke-2 KUHP, ketentuan  perundang-undangan Republi.k I.ndonesi.a 

berlaku bagi. warga Negara I.ndonesi.a yang melakukan ti.ndak pi.dana tertentu atau 

di. luar wi.layah I.ndonesi.a. Sekali.pun rumusan Pasal 5 KUHP memuat perkataan 

“di.terapkan bagi. warga Negara I.ndonesi.a yang di. luar wi.layah I.ndonesi.a”, sehi.ngga 

seolah-olah mengandung asas personal, akan tetapi. menurut R. Sugandhi. 

                                                
57 Syalom Wali.ntukan, “Batas-Batas Berlakunya Ketentuan Pi.dana Dalam Peraturan 
Perundangundanganan Menurut Tempat (Pasal 2-8 KUHP) dari. Aspek Perli.ndungan Terhadap 
Warga Negara I.ndonesi.a di. Luar Negeri.”, Lex Cri.me, vol. 7, no. 7, 2018, hlm. 73. 
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sesungguhnya Pasal 5 KUHP memuat asas meli.ndungi. kepenti.ngan nasi.onal (asas 

nasi.onal akti.f) karena:58 

1. Pertama, ketentuan pi.dana yang di.berlakukan bagi. warga negara di. luar 

teri.tori.al I.ndonesi.a tersebut hanya pasal-pasal tertentu saja, yang di.anggap 

penti.ng sebagai. perli.ndungan terhadap kepenti.ngan nasi.onal. Sedangkan untuk 

asas personal, harus di.berlakukan pada seluruh perundang undangan hukum 

pi.dana bagi. warga negara yang melakukan kejahatan di. luar teri.tori.al negara.  

2. Kedua, ketentuan Pasal 5 ayat (2) KUHP adalah untuk mencegah agar warga 

negara asi.ng yang berbuat kejahatan di. negara asi.ng tersebut, ti.dak dapat 

dengan jalan menjadi. warga Negara I.ndonesi.a (naturali.sasi.). 

 

F. Asas Yuri.sdi.ksi. Teri.tori.al Objekti.f 

Seti.ap Negara merdeka yang berdaulat memi.li.ki. yuri.sdi.ksi. terhadap semua orang 

dan benda dalam batas teri.tori.alnya dalam seti.ap perkara pi.dana dan perdata yang 

ti.mbul di. wi.layah teri.tori.alnya. Ji.ka terjadi. suatu kejahatan di. wi.layah teri.tori.al di. 

Negara tersebut, maka pengadi.lan Negara tersebut memi.li.ki. yuri.sdi.ksi. terkuat 

dengan perti.mbangan:59  

1. Negara di.mana kejahatan di.lakukan adalah negara yang keterti.ban sosi.alnya 

pali.ng terganggu (Negara A).  

2. Bi.asanya pelaku (merupakan warga negara B) melakukan kejahatan yang 

di.temukan di. Negara A. 

                                                
58 Paul Si.nlaeloe, Ti.ndak Pi.dana Perdagangan Orang, (Jakarta Ti.mur:Setara Press), 2017, hlm. 29. 
59 Sefri.ani., Hukum I.nternasi.onal : Suatu Pengantar, (Jakarta: Rajawali. Press), 2014, hlm. 232. 
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3. Maka, dengan i.ni. Negara A di.beri.kan yuri.sdi.ksi. untuk menyelenggarakan 

pengadi.lan, karena akan lebi.h mudah menemukan saksi. dan bukti. sehi.ngga 

proses persi.dangan dapat lebi.h efi.si.en dan efekti.f.  

4. Seorang Warga Negara Asi.ng (WNA) yang datang ke wi.layah suatu negara 

di.anggap menyerahkan di.ri. pada si.stem hukum nasi.onal negara tersebut, 

sehi.ngga keti.ka i.a melakukan pelanggaran maka i.a harus tunduk pada hukum 

negara tersebut, meski.pun ti.ndakan yang di.lakukan sah menurut si.stem hukum 

nasi.onal negaranya sendi.ri.. 

Asas yuri.sdi.ksi. terri.tori.al secara umum di.bedakan menjadi. dua, yai.tu asas 

yuri.sdi.ksi. terri.tori.al subjekti.f dan asas yuri.sdksi. terri.tori.al obyekti.f. Peneli.ti.an i.ni. 

akan fokus menganali.si.s permasalahan dengan berlandaskan asas yuri.sdi.ksi. 

terri.tori.al obyekti.f. Asas yuri.sdi.ksi. terri.tori.al obyekti.f merupakan asas yang 

memperkenankan suatu negara untuk mengklai.m dan memperkenankan suatu 

negara untuk mengklai.m dan menyatakan yuri.sdi.ksi.nya terhadap suatu ti.ndak 

pi.dana yang terjadi. di. luar negeri., atau di. negara sendi.ri. (di.lakukan oleh warga 

negara asi.ng) yang di.anggap membahayakan negara tersebut. Negara memi.li.ki. 

yuri.sdi.ksi. terhadap seseorang yang melakukan kejahatan yang meni.mbulkan 

kerugi.an di. negaranya (negara A) meski.pun perbuatan i.tu di.mulai. dari. negara lai.n 

(negara B), tetapi. dengan syarat perbuatan tersebut di.laksanakan atau di.selesai.kan 

di. dalam wi.layah negara A dan meni.mbulkan aki.bat yang sangat berbahaya 

terhadap keterti.ban sosi.al ekonomi. di. wi.layah negara A. Hyde mengemukakan 

defi.ni.si. teori. teri.tori.al objekti.f adalah perbuatan yang di.gerakan dari. luar suatu 

negara yang meni.mbulkan aki.bat yang berbahaya bagi. negara berdaulat, maka dari. 
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i.tu negara tersebut memi.li.ki. hak untuk menuntut pelaku ji.ka pelaku i.tu memasuki. 

wi.layah negara tersebut.60  

 

Pasal 2 dari. Hague Conventi.on on Certai.n Questi.ons Relati.ng to the Confli.ct of 

Nati.onali.ty Laws menyatakan tentang penentuan kewarganegaraan seseorang yai.tu 

sebagai. beri.kut : “any questi.on as to whether a person possesses the nati.onali.ty of 

a parti.cular State shall be determi.ned i.n accordance wi.th the law of the State”.61 

Kewarganegaraan seseorang di.tentukan sesuai. hukum negaranya sendi.ri. dan 

merupakan kewenangan dari. semua negara untuk memperhati.kan persoalan yang 

terkai.t dengan nasi.onali.tas. Secara umum persoalan yang terkai.t dengan 

kebangsaan di.dasarkan pada hubungan terhadap negara yang bersangkutan. 

Keterkai.tan tersebut bi.sa di.sebabkan karena di.lahi.rkan di.wi.layah negara tersebut 

(jus soli.) atau bi.sa juga karena keturunan atau orangtuanya warga negara dari. 

negara tersebut (jus sangui.ni.s).62 

 

G. I.CPO-I.NTERPOL 

I.nternati.onal Cri.mi.nal Poli.ce Organi.zati.on-I.nterpol (I.CPO-I.nterpol) atau  I.nterpol 

merupakan sebuah organi.sasi. kepoli.si.an i.nternasi.onal terbesar di. duni.a dengan 

mi.li.ki. negara anggota sebanyak 190 negara yang berkedudukan di. Lyon, Peranci.s.63 

Pada awalnya, I.nterpol di.di.ri.kan pada tahun 1923 atas i.ni.si.ati.f dari. Dr Johannes 

                                                
60 J.G Starke, Pengantar Hukum I.nternasi.onal, (Jakarta: Si.nar Grafi.ka), 2014, pp. hlm. 273-274. 
61 Jawahi.r Thontowi. dan Pranoto I.skandar, Hukum I.nternasi.onal Kontemporer, (Bandung: 
PT.Refi.ka Adi.tama), 2006, hlm. 161. 
62 Di.an K. Prati.wi., “Pelaksanaan Pri.nsi.p Yuri.sdi.ksi. Uni.versal Mengenai. Pemberantasan Kejahatan 
Perompakan Laut Di. Wi.layah I.ndonesi.a”, Jurnal Senat, vol. 5, no. 1, 2017, hlm. 42. 
63 Adi.mas Rakyandani. Saksono, “Fungsi. dan Peran I.nternati.onal ri.mi.nal Poli.ce Organi.zati.on-
I.nterpol dalam Ekstradi.si.”, Jurnal Kertha Negara, vol. 4, no. 1, 2016, hlm. 2. 
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Schober, seorang Presi.den kepoli.si.an di. Wi.na, Austri.a yang saat i.tu bernama 

I.nternati.onal Cri.mi.nal Poli.ce Commi.ssi.on (I.CPC) dan kemudi.an berubah menjadi. 

I.nternati.onal Cri.mi.nal Poli.ce Organi.zati.on-I.nterpol (I.CPO-I.nterpol) pada tahun 

1956.  Dasar hukum pembentukan serta aturan yang memuat fungsi. dan mekani.sme 

I.nterpol tertuang dalam Consti.tuti.on of the I.nternati.onal Cri.mi.nal Poli.ce 

Organi.zati.on-I.nterpol. Berdasarkan i.nstrument i.ni., I.nterpol memi.li.ki. 2 tujuan 

sebagai.mana yang tercantum dalam Arti.cle 2 yai.tu, (1) untuk memasti.kan 

berkembang secara luas hubungan sali.ng membantu antara seluruh kepoli.si.an yang 

berwenang dalam batas hukum yang ada di. negara-negara yang berbeda sesuai. 

mandat Uni.versal Declarati.on of Human Ri.ghts (UDHR); (2) untuk mendi.ri.kan 

dan mengembangkan semua i.nsti.tusi. yang berkontri.busi. dalam pencegahan dan 

penegakan kejahatan hukum secara efekti.f. Pada dasarnya, ti.dak jarang dan ti.dak 

sedi.ki.t keti.ka terdapat kasus, suatu negara memi.nta bantuan kepada I.nterpol dalam 

melacak dan menemukan seseorang yang di.cari. oleh satu negara yang melari.kan 

di.ri. ke negara lai.n sehi.ngga di.perlukan upaya ekstradi.si..64 

1. Fungsi. I.CPO-I.nterpol 

Sesuai. dengan tujuan dari. di.di.ri.kannya I.CPO-I.nterpol yang tertera dalam Arti.cle 2 

Consti.tuti.on of the I.nternati.onal Cri.mi.nal Poli.ce Organi.zati.on-I.nterpol, maka 

fungsi. I.nterpol dapat di.bedakan menjadi. 2 yai.tu Fungsi. pemberantasan kejahatan 

i.nternasi.onal dan fungsi. kerjasama i.nternasi.onal.65 Fungsi. pemberantasan 

kejahatan i.nternasi.onal lebi.h berfokus kepada pertukaran i.nformasi. antar kepoli.si.an 

negara anggota I.nterpol, di.lanjutkan dengan pengi.denti.fi.kasi.an orang atau pi.hak 

                                                
64 I.bi.d, hlm. 4. 
65 Ai.sy Al-Hana, dkk. Peran I.nternati.onal Cri.mi.nal Poli.ce Organi.zati.on (I.CPO) dalam Kasus 
Rajendra Ni.kalje, (Semarang: Uni.versi.tas Di.ponegoro), 2018, hlm. 35. 
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yang di.cari. di.akhi.ri. dengan penangkapan orang yang di.mi.nta untuk di.lakukan 

ekstradi.si.. Fungsi. kerjasama i.nternasi.onal lebi.h berfokus kepada di.terbi.tkannya 

suatu pemberi.tahuan (noti.ces) yang i.si.nya terdi.ri. atas permi.ntaan dari. suatu negara 

mengenai. kerjasama atau peri.ngatan yang mengi.zi.nkan kepoli.si.an di. negara 

anggota untuk berbagi. i.nformasi. penti.ng yang berkai.tan dengan kejahatan. Noti.ces 

yang di.keluarkan oleh Sekretari.at Jenderal I.nterpol terdapat 8 jeni.s yai.tu: Red 

Noti.ce, Yellow Noti.ce, Blue Noti.ce, Black Noti.ce, Green Noti.ce, Orange Noti.ce, 

Purple Noti.ce dan UN Securi.ty Counci.l Speci.al Noti.ce. Arti.cle 31 dan 32 

Consti.tuti.on of the I.nternati.onal Cri.mi.nal Poli.ce Organi.zati.on-I.NTERPOL 

menyebutkan bahwa di.perlukan suatu kerjasama secara terus menerus dan akti.f dari. 

seti.ap negara anggotanya untuk melakukan semua yang mereka bi.sa dalam batas 

hukum di. negaranya untuk berparti.si.pasi. dalam I.nterpol yang di.wujudkan dengan 

di.bentuknya Nati.onal Central Bureaus (NCB) di. negara-negara anggota I.CPO-

I.nterpol. Salah satu tugas NCB adalah pertukaran i.nformasi. terhadap kejahatan 

transnasi.onal maupun kejahatan i.nternasi.onal terutama terhadap Red Noti.ces yang 

di.keluarkan I.nterpol dan sebagai. penghubung komuni.kasi. dan i.nformasi. antara 

Kepoli.si.an di. negara anggota dengan I.CPO-I.nterpol.66 

 

2. Peran I.CPO-I.nterpol dalam Proses Ekstradi.si. Pelaku Ti.ndak Pi.dana 

Transnasi.onal 

Ekstradi.si. di.pandang sebagai. suatu mekani.sme kerjasama antar negara dalam 

rangka mencegah dan memberantas kejahatan li.ntas negara atau transnasi.onal. 

Ekstradi.si. berdasarkan hukum dalam suatu perjanji.an bi.lateral dan bi.asanya ti.dak 

                                                
66 Si.swoyo, Johan Komala, Makalah Hukum Pi.dana I.nternasi.onal Mengenai. I.NTERPOL, 
(Semarang: Uni.versi.tas Di.ponegoro), 2009, hlm. 7. 
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muncul sebagai. keharusan pada negara yang memi.li.ki. hukum kebi.asaan. Apabi.la 

perjanji.an ekstradi.si. tersebut ti.dak ada, maka kemungki.nan besar permi.ntaan 

ekstradi.si. akan di.tolak oleh negara yang di.mi.nta, meski.pun terdapat peluang lai.n 

selai.n perjanji.an tersebut, yai.tu memi.nta ekstradi.si. kepada negara yang di.mi.nta 

melalui. jalur hubungan ti.mbal bali.k (Mutual Legal Assi.stance) atau reprosi.tas 

dan/atau jalur hubungan bai.k. Seperti. kasus Mari.a Pauli.ne Lumowa yang 

merupakan buronan pemeri.ntah Republi.k I.ndonesi.a yang melari.kan di.ri. ke Belanda 

dan kemudi.an berkunjung ke Swedi.a, dalam hal i.ni. pemeri.ntah Swedi.a melakukan 

ekstradi.si. terhadapnya tanpa sebelumnya ada perjanji.an ekstradi.si. antar kedua 

negara tersebut. Hal i.ni. untuk menunjukan komi.tmen negara-negara dalam 

memerangi. kejahatan i.nternasi.onal dan transnasi.onal. Penangkapan tersangka 

tersebut di.lakukan oleh I.nterpol setempat. Ji.ka ti.dak ada perjanji.an ekstradi.si. 

sebelumnya, negara pemi.nta dapat mengajukan Permi.ntaan Penangkapan melalui. 

I.nterpol melalui. Red Noti.ces dan Di.ffusi.on yang di.ki.ri.mkan kepada Sekretari.at 

Jenderal I.CPO-I.nterpol yang akan di.teruskan kepada NCB di. negara tempat pelaku 

berada. 67  

 

Peran I.CPO-I.nterpol dalam ekstradi.si. juga dapat di.temukan dalam perjanji.an 

ekstradi.si. antar negara seperti. dalam perjanji.an ekstradi.si. antara Republi.k 

I.ndonesi.a dan Australi.a. Di.mana dalam Pasal 10 ayat (1) Autrali.a-I.ndonesi.a 

Extradi.ti.on Treaty menyebutkan bahwa dalam keadaan yang mendesak maka 

negara pi.hak dalam perjanji.an dapat menggunakan sarana I.CPO-I.nterpol untuk 

melakukan penahanan sementara oleh negara di.mi.nta atas seseorang yang di.cari. 

                                                
67 Jen Ri.valdi. Sjamsudi.n, “Kerjasama I.nterpol dalam Penanganan I.nternati.onal Cri.me Menurut UU 
Kepoli.si.an no 2 Tahun 2002”, Lex Pri.vatum, vol. 4, no. 7, 2016, hlm. 25. 
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oleh negara pemi.nta melalui. jalur di.plomasi.. Sehi.ngga peran dari. I.CPO-I.nterpol 

dalam ekstradi.si. ti.dak hanya terbatas terhadap penyebaran i.nformasi. buronan dan 

ekstradi.si. yang di.lakukan oleh negara pemi.nta yang belum memi.li.ki. perjanji.an 

ekstradi.si. dengan negara di.mi.nta saja, melai.nkan dapat juga di.masukan sebagai. 

alternati.f lai.n oleh para negara dalam perjanji.an ekstradi.si. mereka apabi.la jalur 

di.plomasi. belum dapat di.tempuh.68 

 

H.  Perjanji.an Ekstradi.si. 

1. Ti.njauan Umum Perjanji.an Ekstradi.si. 

Prakti.k ekstradi.si. bermula dari. di.bentuknya perjanji.an perdamai.an antara Raja 

Ramses I.I. dari. Mesi.r dan Hattusi.li. I.I. dari. Kheta yang di.buat pada tahun 1270 SM. 

Perjanji.an tersebut mengatur suatu ketentuan bahwa kedua belah pi.hak sali.ng 

bekerjasama dalam menegakkan hukum bagi. warganegara mereka di. dalam 

wi.layah pi.hak lai.n.69 Secara eti.mologi. kata ekstradi.si. berasal dari. Bahasa lati.n, 

yai.tu extradere, dari. kata ex yang arti.nya “keluar” dan trader arti.nya “memberi.kan” 

(menyerahkan, kata bendanya extradi.o yang arti.nya “penyerahan”. I.sti.lah 

ekstradi.si. i.ni. lebi.h di.kenal atau bi.asa di.gunakan dalam penyerahan pelaku 

kejahatan dari. suatu negara kepada negara pemi.nta. Ali. Sostroami.djojo 

menjelaskan defi.ni.si. ekstradi.si. di. dalam bukunya yang mendefi.ni.si.kan ekstradi.si. 

sebagai. proses pengembali.an orang pelari.an. Perjanji.an ekstradi.si. harus di.adakan 

terlebi.h dahulu agar orang yang sedang dalam pelari.an dapat di.kembali.kan kepada 

                                                
68 Sunarso, Si.swanto, Ekstradi.si. & Bantuan Ti.mbal Bali.k Dalam Masalah Pi.dana I.nstrumen 
Penegakan Hukum Pi.dana I.nternasi.onal, (Jakarta: PT Ri.neka Ci.pta), 2009, hlm. 11 
69 I. Wayan Parthi.ana, Ekstradi.si. Dalam Hukum I.nternasi.onal Modern, Bandung: CV Yrama Wi.dya, 
2010, hlm.. 25111 
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Negara pemi.nta.70 Sedangkan menurut J.G Starke, ekstradi.si. i.ni. menunjuk kepada 

proses di.mana berdasarkan traktat atau asas resprosi.tas (asas ti.mbal bali.k) suatu 

negara yang menyerahkan kepada negara lai.n atas permi.ntaannya seseorang yang 

di.tuduh atau di.hukum karena melakukan suatu ti.ndak kejahatan terhadap hukum 

negara yang mengajukan permi.ntaan, negara yang memi.nta ekstradi.si. memi.li.ki. 

kompetensi. untuk mengadi.li. tertuduh pelaku ti.ndak pi.dana tersebut.71 

 

Munculnya perjanji.an ekstradi.si. ti.dak terlepas dari. i.mplementasi. asas hukum 

i.nternasi.onal sebagai.mana di.sampai.kan oleh Hugo Groti.us, yakni. asas au dedere 

au punere, arti.nya pengadi.lan terhadap pelaku kejahatan dapat di.lakukan oleh 

negara tempat kejahatan i.tu terjadi. (locus deli.cti.) atau di.ekstradi.si. kepada negara 

pemi.nta yang memi.li.ki. yuri.di.ksi. untuk mengadi.li. pelaku tersebut. Namun, sedi.ki.t 

berbeda dengan J.G Starke, Hugo menganggap pra-syarat perjanji.an i.ni. ti.dak 

bersi.fat mutlak, karena tanpa adanya pejanji.an kerjasama penegakan hukum dapat 

di.laksanakan hanya dengan berlandaskan asas resi.prosi.tas. Ketentuan terkai.t asas 

reprosi.tas di.atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradi.si. 

yang memi.li.ki. 3 unsur, yai.tu (1) kepenti.ngan poli.ti.k yang sama; (2) keuntungan 

yang setara; (3) memi.li.ki. tujuan yang sama, dengan tetap menjunjung asas “state 

souverei.gnty”.  

 

Hukum i.nternasi.onal mengatur perjanji.an ekstradi.si. dalam Konvensi. Wi.na 

mengenai. perjanji.an I.nternasi.onal (Uni.ted Nati.ons Conventi.on on the law of the 

treaty) tahun 1969 Pasal 26 tentang asas perjanji.an pacta sunt servanda yang 

                                                
70 Ali. Sastroami.djojo, Pengantar Hukum I.nternasi.onal, (Jakarta: Bharatara), 1971, hlm. 147 
71J.G. Starke, An I.ntroducti.on to I.nternati.onal Law,(London: Butterworths), 1972, hlm.  348 
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mengatur bahwa suatu negara ti.dak boleh menolak pelaksanaan suatu perjanji.an 

dengan alasan bertentangan dengan si.tem hukum nasi.onal. Ketentuan tersebut 

di.lanjutkan dengan Pasal 27 yang mengatur bahwa permi.ntaan ekstradi.si.  waji.b 

di.penuhi. sebagai. suatu kewajban multak bagi. negara yang di.mi.ntakan ekstradi.si.. 

 

Ketentuan hukum nasi.onal tentang ekstradi.si. di.atur dalam Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1979. Esktradi.si. di.arti.kan sebagai. penyerahan yang di.lakukan secara 

formal bai.k berdasarkan atas perjanji.an ekstradi.si. yang sudah ada sebelumnya atau 

berdasarkan pri.nsi.p ti.mbal bali.k (hubungan bai.k), atas seseorang yang di.tuduh 

melakukan kejahatan (tersangka atau terdakwa) atau seseorang yang telah di.jatuhi. 

hukuman pi.dana yang telah memi.li.ki. kekuatan hukum yang mengi.kat (terpi.dana), 

oleh negara di. mana i.a berada (negara di.mi.nta) kepada negara yang memi.li.ki. 

yuri.sdi.ksi. untuk mengadi.li. atau menghukumnya (negara pemi.nta).72 

 

Prakti.k ekstradi.si. hanya dapat di.lakukan atas permi.ntaan dari. negara pemi.nta 

dengan tujuan untuk mengadi.li. dan/atau untuk melaksanakan hukumannya. 

Berdasarkan beberapa defi.ni.si. yang di.kemukakan di. atas terli.hat bahwa untuk dapat 

di.sebut sebagai. ekstradi.si. harus memenuhi. beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut 

adalah:  

a. Unsur subjek, yai.tu : 

1) Negara Di.mi.nta (Requested State), yai.tu Negara tempat pelaku berada atau 

bersembunyi.. 

                                                
72 Olvi.e Ester Sumual, “Perjanji.an Ekstradi.si. Antar Negara Dalam Kai.tannya Dengan 
Penanggulangan Kejahatan”, Jurnal Lex Et Soci.etati.s, vol. 7, no. 7, July 2019, hlm. 151. 
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2) Negara Pemi.nta (Requesti.ng State), yai.tu Negara yang memi.i.ki. yuri.sdi.ksi. 

untuk mengadi.li. pelaku karena merupakan Locus deli.cti. (tempat perbuatan 

di.lakukan) dan pelaku adalah warga Negara dari. Negara Pemi.nta. 

 

b. Unsur objek, adalah pi.hak yang menjadi. objek ekstradi.si., yai.tu si. pelaku 

kejahatan. Walaupun pelaku di.katagori.kan sebagai. “objek,” bukan berarti. 

pelaku di.perlakukan seperti. benda yang merupakan objek hukum, namun objek 

di.si.ni. bahwa si. pelaku di.jadi.kan sebagai. objek perjanji.an namun dengan 

memperhati.kan berbagai. hak dan kewaji.ban pelaku sebagai. seorang manusi.a. 

Unsur proses ekstradi.si., yai.tu meli.puti. berbagai. prosedur yang harus di.lalui. 

untuk mengembali.kan pelaku ke Negara Pemi.nta.  

Hi.ngga saat i.ni. I.ndonesi.a telah memi.li.ki. beberapa perjanji.an bi.lateral ekstradi.si. 

dengan negara asi.ng lai.nnya, antara lai.n: 

a. I.ndonesi.a menandatangani. perjanji.an ekstradi.si. dengan Malaysi.a pada tanggal 

7 Januari. 1974, dan di.rati.fi.kasi. pada tanggal 26 Desember 1974 melalui. 

Undang-undang RI. nomor 9 Tahun 1974; 

b. I.ndonesi.a menandatangani. perjanji.an ekstradi.si. dengan Phi.li.pi.na pada tanggal 

10 Januari. 1976, dan di.rati.fi.kasi. pada tanggal 26 Juli. 1976 melalui. Undang-

undang RI. nomor 10 Tahun 1976; 

c. I.ndonesi.a menandatangani. perjanji.an ekstradi.si. dengan Thai.land pada tanggal 

29 Juni. 1976, dan di.rati.fi.kasi. pada tanggal 18 Maret 1978 melalui. Undang-

undang RI. nomor 2 Tahun 1978; 
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d. I.ndonesi.a menandatangani. perjanji.an ekstradi.si. dengan Australi.a pada tanggal 

22 Apri.l 1992, dan di.rati.fi.kasi. pada tanggal 2 November 1994 melalui. Undang-

undang RI. nomor 4 Tahun 1994; 

e. I.ndonesi.a menandatangani. perjanji.an ekstradi.si. dengan Hong Kong SAR 

(Speci.al Admi.ni.strati.ve Regi.on) pada tanggal 5 Mei. 1997, dan di.rati.fi.kasi. pada 

tanggal 8 Mei. 2001 melalui. Undang-undang RI. nomor 1 Tahun 2001; 

f. I.ndonesi.a menandatangani. perjanji.an ekstradi.si. dengan Republi.k Korea pada 

tanggal 28 November 2000, dan di.rati.fi.kasi. pada tanggal 23 Oktober 2007 

melalui. Undang-undang RI. nomor 42 Tahun 2007; 

g. I.ndonesi.a menandatangani. perjanji.an ekstradi.si. dengan Republi.k Si.ngapura 

pada tanggal 27 Apri.l 2007. Perjanji.an i.ni. belum di.rati.fi.kasi. oleh pemeri.ntah 

I.ndonesi.a, sehi.ngga perjanji.an i.ni. belum memi.li.ki. kekuatan mengi.kat; 

h. I.ndonesi.a menandatangani. perjanji.an ekstradi.si. dengan Republi.k Rakyat Ci.na 

pada tanggal 1 Juli. 2009, dan di.rati.fi.kasi. pada tanggal 13 November 2017 

melalui. Undang-undang RI. nomor 13 Tahun 2017; 

i. I.ndonesi.a menandatangani. perjanji.an ekstradi.si. dengan Republi.k I.ndi.a pada 

tanggal 25 Januari. 2011, dan di.rati.fi.kasi. pada tanggal 21 Juli. 2014 melalui. 

Undang-undang RI. nomor 13 Tahun 2014. 

 

Selai.n dari. perjanji.an bi.lateral, perjanji.an ekstradi.si. juga dapat di.lakukan secara 

multi.lateral, seperti. yang telah di.lakukan Negara-negara Arab (The Arab League 

Extradi.ti.on Agreement) 1952, Konvensi. Ekstradi.si. Negara-negara Eropa (The 

European Extradi.ti.on Conventi.on) 1957, dan Konvensi. Ekstradi.si. Negara-negara 

Benelux 1962 (The Benelux Extradi.ti.on Conventi.on). Perjanji.an-perjanji.an 
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ekstradi.si. yang telah di.buat oleh Negara-negara, bai.k secara bi.lateral maupun 

multi.lateral, pada umumnya kemudi.an di.rati.fi.kasi. oleh Negara-negara yang 

bersangkutan untuk di.berlakukan dalam li.ngkup nasi.onal. Hal i.ni. perlu, mengi.ngat 

proses penyerahan pelaku kejahatan dari. Negara Di.mi.nta kepada Negara Pemi.nta, 

harus sesuai. dengan peraturan perundang-undangan Negara Di.mi.nta, walaupun 

ti.dak semua Negara Di.mi.nta telah memi.li.ki. Undang-undang Nasi.onal tentang 

Ekstradi.si..73 

 

Beberapa kasus ti.ndak pi.dana perbankan yang tercatat menempuh jalur ekstradi.si. 

antara lai.n; kasus para pengemplang Bantuan Li.kui.di.tas Bank I.ndonesi.a (BLBI.) 

yang melari.kan di.ri. ke Si.ngapura dan Australi.a yai.tu Hendra Rahardja, Adri.an 

Ki.ki., dan Syamsul Nursali.m, dan adalah beberapa nama dari. sejumlah pelaku yang 

melari.kan uang Negara dalam jumlah puluhan tri.li.un rupi.ah. Hendra Rahardja, 

mantan Di.rektur BHS Bank yang melari.kan di.ri. ke Australi.a, namun sampai. di.a 

meni.nggal di. Australi.a, yang bersangkutan ti.dak dapat di.pulangkan. Begi.tu juga 

pengemplang dana BLBI. lai.nnya sejumlah 1,5 tri.li.un rupi.ah yai.tu mantan Di.rektur 

Bank Surya, Adri.an Ki.ki., yang di.vonni.s seumur hi.dup oleh Pengadi.lan Negeri. 

Jakarta Pusat pada tahun 2002, juga berhasi.l melari.kan di.ri. ke Australi.a, dan bahkan 

menjadi. warga Negara di.sana, walaupun Australi.a merupakan salah satu dari. 5 

negara yang sudah melakukan perjanji.an ekstradi.si. dengan I.ndonesi.a. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa adanya perjanji.an ektradi.si. pun belum efekti.f dalam proses 

pengadi.lan pelaku pelari.an. 

                                                
73 Deli. Waryenti., “Ekstradi.si. Dan Beberapa Permasalahannya”, Fi.at Justi.ti.a Jurnal I.lmu Hukum, 
vol. 5, no. 2, 2012, hlm. 8 
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2. Asas-Asas dalam Ektradi.si. 

Pelaksanaan prakti.k ekstradi.si. harus di.dasarkan dengan asas-asas dalam 

penegakannya, antara lai.n:74 

a. Asas Kejahatan Ganda (double cri.mi.nali.ty pri.nci.ple). Kejahatan yang 

di.jadi.kan sebagai. alasan untuk memi.nta pengekstradi.si.an oleh negara-pemi.nta 

kepada negara-di.mi.nta, haruslah merupakan kejahatan atau ti.ndak pi.dana 

menurut hukum pi.dana kedua negara (negara-pemi.nta dan negara-di.mi.nta). 

b. Asas kekhususan (rule of speci.ali.ty). Negara-pemi.nta hanya boleh mengadi.li. 

atau menghukum orang yang di.mi.nta atau di.ekstradi.si.kan, hanya atas dasar 

kejahatan yang di.jadi.kan alasan untuk mengabulkan permi.ntaan 

pengekstradi.si.an orang yang di.mi.nta oleh negara-di.mi.nta kepada negara-

pemi.nta.  

c. Asas penolakan ekstradi.si.. Negara-di.mi.nta harus menolak permi.ntaan dari. 

negara-pemi.nta untuk pengekstradi.si.an atas orang yang di.mi.nta apabi.la orang 

yang di.mi.nta adalah warga negara dari. negara-di.mi.nta i.tu sendi.ri.. Namun, 

negara-di.mi.nta tetap berkewaji.ban untuk mengadi.li. sendi.ri. warga negaranya 

i.tu atas kejahatan atau ti.ndak pi.dana yang di.jadi.kan sebagai. alasan untuk 

memi.nta pengekstradi.si.annya oleh negara-pemi.nta.  

d. Asas penolakan ekstradi.si. terhadap pelaku kejahatan poli.ti.k. Negara yang 

di.mi.nta ti.dak boleh mengadi.li. sendi.ri. orang yang di.mi.nta atas kejahatannya 

i.tu.  

e. Asas ne/non bi.s i.n i.dem. Permi.ntaan untuk pengekstradi.si.an dari. negara-

pemi.nta harus di.tolak apabi.la orang yang di.mi.nta sudah di.jatuhi. putusan oleh 

                                                
74I.bi.d.  
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suatu badan peradi.lan yang sudah memi.li.ki. kekuatan mengi.kat yang pasti./tetap 

atas kejahatan yang di.jadi.kan sebagai. alasan untuk memi.nta 

pengekstradi.si.annya oleh negara-pemi.nta. 

f. Asas daluwarsa. Permi.ntaan negara-pemi.nta harus di.tolak oleh negara-di.mi.nta 

apabi.la kejahatan yang di.jadi.kan sebagai. alasan untuk memi.nta 

pengekstradi.si.an atas orang yang di.mi.nta sudah kadaluwarsa menurut hukum 

nasi.onal negara-di.mi.nta. 

 

3. Proses dan Alur Ekstradi.si. 

Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradi.si., mengatur beberapa 

prosedur dalam prakti.k ekstradi.si., yai.tu ; 

a. Penahanan sementara orang yang akan di.ekstradi.si. (Pasal 18-20).  

b. Pengajuan surat permi.ntaan ekstradi.si. dari. Negara Pemi.nta melalui. saluran 

di.plomati.k yang di.tujukan kepada Kementeri.an Hukum dan Hak Asasi. 

Manusi.a dan selanjutnya di.teruskan kepada Presi.den (Pasal 21) 

c. Pemeri.ksaan terhadap pelaku yang akan di.ekstradi.si. (Pasal 25-28) 

d. Proses persi.dangan (Pasal 29-33) 

e. Keputusan Presi.den requested state untuk menentukan apakah yang 

bersangkutan dapat di.ekstradi.si. atau ti.dak (Pasal 36 ayat 2) 

f. Perti.mbangan dari. Menteri. Hukum dan HAM, Menteri. Luar Negeri., Jaksa 

Agung, dan Kapolri., terhadap penetapan Haki.m (apabi.la Haki.m menetapkan 

bahwa yang bersangkutan dapat di.ekstradi.si.) (Pasal 36 ayat 1) 

g. Penyerahan orang yang di.ekstradi.si. (Pasal 40-41) 
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I. Perjanji.an Mutual Legal Assi.stance 

1. Ti.njauan Umum Perjanjan Mutual Legal Assi.stance  

Salah satu pri.nsi.p hukum i.nternasi.onal menjunjung ti.nggi. kedaulatan atas orang, 

benda dan peri.sti.wa yang terjadi. di. dalam wi.layahnya (soverei.gnty). Maka dari. i.tu, 

negara lai.n ti.dak boleh melakukan i.ntervensi. ke negara lai.n, tanpa persetujuan dari. 

negara yang bersangkutan (non-i.nterventi.on pri.nci.ple). Pri.nsi.p tersebut juga 

berlaku dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang melari.kan di.ri.. Suatu negara 

ti.dak dapat secara langsung melakukan pencari.an atau penangkapan terhadap 

pelaku yang bersembunyi. di. negara lai.n. Kesedi.aan negara melakukan pencari.an, 

pengi.denti.fi.kasi.an atau penyerahkan penjahat yang lari. dan bersembunyi. di. 

wi.layahnya sangat bergantung pada bagai.mana suatu kondi.si. dan si.fat hubungan 

antar negara kedua belah pi.hak. Ji.ka kondi.si. dan si.fat hubungan kedua negara 

dalam keadaan bai.k, kerjasama pemulangan pelaku ti.ndakpi.dana akan berlangsung 

bai.k dan lancar.75 

 

Berkembangnya kejahatan transnasi.onal mendorong negara-negara di.duni.a 

bekerjasama dalam melakukan pencegahan dan penegakan hukum, salah satu upaya 

yang di.lakukan adalah sali.ng memberi.kan bantuan ti.mbal bali.k dalam masalah 

pi.dana (mutual legal assi.stance i.n cri.mi.nal matters). Pembentukan Mutual Legal 

Asi.stance (MLA) di.latar belakangi. suatu kondi.si. faktual sebagai. aki.bat adanya 

perbedaan si.stem hukum pi.dana di.antara beberapa negara mengaki.batkan 

ti.mbulnya kelambanan dalam pemeri.ksaan kejahatan. Seri.ngkali. masi.ng-masi.ng 

                                                
75 I. Wayan Parthi.ana, Ekstradi.si. Dalam Hukum I.nternasi.onal Modern, (Bandung: Yuma Wi.dya), 
2009, hlm. 38 
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negara mengi.ngi.nkan penggunaan si.stem hukumnya sendi.ri. secara mutlak dalam 

penanganan kejahatan, hal yang sama terjadi. pula pada negara lai.n, sehi.ngga 

penanganan kejahatan menjadi. lamban dan berbeli.t-beli.t. MLA muncul sebagai. 

salah satu upaya dalam mengatasi. dan memberantas berbagai. kejahatan yang 

si.fatnya li.ntas batas (transnasi.onal).76 MLA di.bentuk di.antara negara-negara dalam 

upaya mengatasi. maraknya kejahatan transnasi.onal terorgani.sasi., seperti. kejahatan 

narkoti.ka dan psi.kotropi.ka, kejahatan pencuci.an uang, dan kejahatan ekonomi. 

lai.nnya. I.ndonesi.a telah mengesahkan UU No. 1 Tahun 2006 tentang Bantuan 

Ti.mbal Bali.k dalam Masalah Pi.dana pada tanggal 3 Maret 2006 (“UU MLA”). 

Keberadaaan Undang-undang i.ni. bertujuan memberi.kan dasar hukum bagi. 

Pemeri.ntah Republi.k I.ndonesi.a dalam memi.nta dan/atau memberi.kan bantuan 

ti.mbal bali.k dalam masalah pi.dana dan pedoman dalam masalah pi.dana dan 

pedoman dalam membuat perjanji.an bantuan ti.mbal bali.k dalam masalah pi.dana 

dengan negara asi.ng berkenaan dengan penyi.di.kan, penuntutan, dan pemeri.ksaan 

di. si.dang pengadi.lan sesuai. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

negara di.mi.nta. Sedangkan, ruang li.ngkup dalam permi.ntaan bantuan yang di.atur 

dalam Undang-Undang i.ni. terdapat dalam Pasal 3 ayat (2). 

a. Syarat-Syarat Proses Pelaksanaan MLA  

Menurut I. Wayan Parthi.ana, proses penyerahan pelaku kejahatan atas dasar asas 

ti.mbal bali.k di.lakukan dengaan beberapa syarat, yai.tu :77 

1) Belum ada perjanji.an ekstradi.si. antara kedua Negara; 

                                                
76Romli. Atsasmi.ta, Ti.ndak Pi.dana Narkoti.ka Transnasi.onal dalam Si.stem Hukum Pi.dana 
I.ndonesi.a, Bandung: Ci.tra Adi.tya Bakti., 1997, hlm.  7  
77 I. Wayan P, Op. ci.t, hlm. 198 
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2) Undang-undang ekstradi.si. kedua Negara ti.dak melarang penyerahan pelaku 

kejahatan berdasar asas ti.mbal bali.k; 

3) Terdapat permi.ntaan ekstradi.si. yang di.ajukan oleh Negara Pemi.nta kepada 

Negara Di.mi.nta. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1979 tentang 

Ekstradi.si., berbunyi. : “Ekstradi.si. di.lakukan berdasarkan suatu perjanji.an” 

namun dalam pasal 2 ayat (2) berbunyi. : “Dalam hal belum ada perjanji.an 

tersebut dalam ayat (1), maka ekstradi.si. dapat di.lakukan atas dasar hubungan 

bai.k dan ji.ka kepenti.ngan Negara Republi.k I.ndonesi.a menghendaki.nya”. 

 

Lebi.h jauh lagi., proses permi.ntaan bantuan oleh I.ndonesi.a kepada negara lai.n di. 

atur dalam Pasal 9 UU MLA yang mengatur bahwa Menteri. dapat mengajukan 

permi.ntaan Bantuan kepada negara asi.ng secara langsung atau melalui. saluran 

di.plomati.k yang di.ajukan oleh Menteri. berdasarkan permohonan dari. Kapolri. atau 

Jaksa Agung. 

 

b. Asas-Asas dalam MLA 

Pasal 6 UU MLA mengatur bahwa pelaksanaan prakti.k bantuan ti.mbal bali.k atau 

Mutual Legal Assi.stance harus di.dasari. oleh beberapa asas, yai.tu: 

1) Asas Resi.prosi.tas 

Resi.prosi.tas merupakan pri.nsi.p dasar dalam bantuan hukum ti.mbal bali.k,  di.mana 

berdasarkan asas i.ni. negara harus sali.ng memberi.kan bantuan yang sei.mbang, hal 

i.ni. juga berkai.tan dengan parareali.sme antara kedua negara bai.k sebagai. negara 

pemi.nta maupun negara di.mi.nta.  
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2) Asas Dual Cri.mi.nali.ty 

Bahwa bantuan di.beri.kan terhadap perbuatan yang di.akui.  sebagai. ti.ndak pi.dana 

dalam hukum nasi.onal negara yang memi.nta maupun negara yang di.mi.nta. Akan 

tetapi. dalam perkembangannya ketentuan hukum i.nternasi.onal mendorong negara-

negara untuk menghapus ketentuan-ketentuan i.ni., sebagai. contoh Uni.ted Nati.ons 

Conventi.on agai.nst Corrupti.on (UNCAC) dan The Uni.versal Counterrori.sm 

Treati.es ti.dak mengi.syaratkan dual cri.mi.nali.ty, sepanjang permohonan bantuan 

tersebut ti.dak terkai.t dengan upaya paksa.  

3) Asas Kekhususan (The Rule of Speci.ali.ty) 

Penerapan asas i.ni. di.maksudkan agar i.nformasi. atau alat bukti. yang di.mi.nta oleh 

negara pemi.nta ti.dak di.gunakan untuk proses i.nvesti.gasi., penuntutan, atau proses 

hukum selai.n terhadap kasus yang di.mi.ntakan 

4) Asas Penjatuhan Pi.dana dan Jami.nan Proses Peradi.lan yang Adi.l  

Asas i.ni. di.maksudkan agar dalam hal di.kabulkannya permohonan MLA, requesti.ng 

state harus menjami.n proses peradi.lan yang adi.l bagi. pelaku dan ti.dak 

menempatkan pelaku dalam dalam suatu bahaya penyi.ksaan atau menjadi. subjek 

dari. perbuatan yang kejam, ti.dak manusi.awi. serta merendahkan harkat dan martabat 

manusi.a.  

5) Asas ne bi.s i.n i.dem  

Asas ne bi.s i.n i.dem adalah asas yang mengatur tentang bahwa seseorang ti.dak dapat 

di.tuntut sekali. lagi. atas perbuatan atau peri.sti.wa yang bagi.nya telah di.putuskan oleh 

haki.m 
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IV. PENUTUP 
 

A. Simpulan 

1. Tindak pidana perbankan dikategorikan sebagai kejahatan transnasional 

(Transnational Crimes) berdasarkan pertimbangan bahwa pelaku tindak 

pidana perbankan dimungkinkan bersembunyi ke negara lain untuk 

menghindari proses hukum. Oleh karena itu, upaya penegakan hukumnya 

memerlukan penanganan yang sinergis antara pemerintah nasional dan 

internasional. Upaya penegakan hukum ini dilaksanakan melalui beberapa 

langkah, mulai dari tahap pencegahan, tahap pembekuan harta kekayaan dan 

tahap penegakan hukum melalui kerjasama internasional. Pada tahap dimana 

pelaku terlanjur melarikan diri keluar negeri, upaya penegakan hukum yang 

dapat dilakukan melalui perjanjian ekstradisi dan bantual timbal balik (mutual 

legal assistance). 

2. Hambatan dalam pengembalian para pelaku tindak pidana perbankan yang 

melarikan diri keluar negeri setidaknya dapat dilihat dari dua perspektif, 

pertama, hambatan Indonesia sebagai negara yang di minta melakukan 

ekstradisi diantaranya a. Adanya Perbedaan Hukum dan Sistem Hukum antar 

negara b.Perkembangan Hukum c. Kepentingan Nasional masing-masing 

negara d. Proses Ekstradisi dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 yang 

terlalu berbelit-belit sehingga memakan waktu lama dan biaya yang tidak 

sedikit dan e. Kurangnya Pemahaman Aparat dalam Pelaksaan Ekstradisi dan 
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kedua, hambatan Indonesia sebagai negara peminta ekstradisi diantaranya a. 

Ketiadaan Perjanjian Ekstradisi antar Negara b. Tidak adanya pengaturan 

dalam UU Ekstradisi No. 1 tahun 1979 mengenai tata cara pengajuan 

permintaan penangkapan dan penahanan kepada suatu negara c. Adanya 

kendala dalam Proses Pengembalian Pelaku Kejahatan Ke Indonesia. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian, tesis memiliki beberapa saran yaitu: 

1. Hukum internasional dimasa depan diharapkan untuk memiliki alternative atau 

kebijakan lain dalam pengaturan penangkapan pelaku tindak pidana perbankan 

yang melarikan diri ke negara lain apabila tidak ada perjanjian ekstradisi 

diantara kedua negara bersangkutan untuk menjamin keamanan dan ketertiban 

internasional.  

2. Pemerintah Indonesia disarankan untuk memperkuat hubungan bilateral dan 

multilateral dalam menyikapi pelaku tindak pidana perbankan yang melarikan 

diri ke negara lain dan disarankan untuk mempertegas perbankan dalam 

memperketat operasional keuangan berskala besar yang dapat menjadi potensi 

adanya tindak pidana perbankan yang mayoritas pelakunya yang melarikan diri 

ke negara lain 
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